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BAB 1V

PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI DAN DESA

DALAM PEMBANGUNAN ERA ORDE BARU

Bab ini berisi pembahasan teoritik tentang temuan penelitian dengan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai fokus kajian. Dalam
bab II telah dipaparkan tiga temuan penelitian: pertama, perubahan biro-
krasi pemerintahan magari ke pemerintahan desa berlangsung alot dan
kurang mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat Parviangan;
kedua, hubungan birokrasi pémerintahan dan masyarakat i bawah sistem
pemerintahan nagari relatif setara, dikembangkan di atas prinsip-prinsip
kesetaraén, egaliter, dan bersifat demokratis. Sementara di bawah sistem
pemerintahan desa hubungan birokrasi dan masyarakat tidak berimbang
dan sarat dengan nuansa hubungan patron-klien; dan ketiga, partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di bawah sistem pemerintahan nagari
relatif tinggi, sedangkan dalam era pemerintahan desa rendah.

Walaupun fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, namun terlebih dahula akan dikupas secara ringkas temuan
pertama dan kedua yang memberi corak khas terhadap temuan ketiga ini.
Bagaimana pun, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemba-
ngunan, ternyata erat kaitannya dengan mekanisme hubungan birokrasi

dan masyarakat di bawah suatu sitem pemerintahan.
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A. Dari Sistem Pemerintahan Nagari ke Desa:
FPerubahan yang Dipaksakan dari Atlas

Secara umum, birokrasi dapat dipahami sebagai suatu badan/ lem-
baga yang ditempati cleh pejabat yang diangkat, bukan dipilih (Albrow,
1996: 31). Adapun karakterislik pokok birokrasi ilu adalah: spesialisasi,
hirarki wewenang, sistemn peraturan, dan hubungan yang bersifal personal
(Blau & Meyer, 1987: 12-13). Dengan menggunakan konsepsi ini sebagai
tolok ukur, maka sistem pemerintahan nagari dan desa harus dipahami
sebagai birokrasi dalam artian longgar, sebab pemerintahan nageri maupun
desa tidak memenuhi semua persyaratan konseptual dan kriteria di atas.

Sehubungan dengan konklusi tersebut, setidak-tidaknya terdapat dua
realitas sosial yang dapat mendukungnya. Pertana, baik aparat pemerin-
tahan nagari maupun desa tidak murni diangkat, melainkan dipilih terlebih
dahulu oleh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu.
Kemudian dari beberapa calon terpilih diusulkan kepada pejabat birokrasi
pemerintahan yang berwewenang untuk diangkat menduduld jabatan
tertenti. Setelah diangkat/ dilantik, barulah yang bersangkutan memiliki
wewenang dan otoritas untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat
kenegarian ataupun desa. Kedua, mekanisme dan hubungan kerja yang diba-
ngun di atas prinsip: spesialisasi, sistem peraturan formal, dan hubungan
yang bersifat personal seperti ditegaskan Blau dan Meyer, juga tidak
sepenuhnya berlaku dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Bahkan
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rekruitinen aparatar birokrasi yang didasarkan pada: kualifikasi teknis,
dipensiunkan dan digaji menurul pangkat/ kemampuan, dipromosikan
menurut azas senjoritas dan kemampuan, serta secara teknis mampu
mencapai tingkat efisiensi tinggi (Surbakti, 1992: 163-164) yang merupakan
empat dari enam kakateristik pokok birokrasi menurut Weber, juga tidak
terpenuhi dalam sistem pemeriniahan n&gun’ dan desa,

Walaupun pemerintahan nageri dan desa secara konseptual tidak me-
menuhi kriteria pokok sebagai sebuah iembaga birokrasi, namun keduanya
secara formal telah dikukuhkan regim penguasa sebagai sistem birokrasi
pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Di Minang-
kabau, termasuk di Pariangan, sejak paroan kedua abad ke-19 hingpa akhir
1970-an, pemerintahan nagari ditempatkan Il)ada struktur terbawah sistem
birokrasi pemerintahan kolonial Belanda, dan kemudian dilanjutkan oleh
pemerintahan Republik. Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU No. 5/
1979 tentang Pemerintahan Desa oleh pemerintah Orde Baru pada tahun
1981, kenegarian Pariangan dipecah menjadi empat unit pemerintahan desa.

Perubahan birokrasi dari sistem pemerintahan nageri ke pemerintahan
desa, dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan sosial. Wilbert Moore
mendefinisikan perubahan sosial sebagai pergeseran mendasar yang terjadi
di dalam struktur kemasyarakatan, khususnya mencakup pola-pola dan
interaksi sosial di dalam setiap masyarakat (Lauer, 1993: 4). Sehubungan

dengan pendapat Moore ind data penelitian mengungkapkan: umummya
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pemuka masyarakat Pariangan bependirian: jika sistem pemerintahan
nagari dihapuskan dan digant dengan sistem baru yang ditawarkan regim
penguasa, maka pola-pola dan mekanisme hubungan birokrasi dan masya-
rakat nagari yang dibangun di atas prinsip icese_tara:m dan demokrasi akan
berubah menjadi hubungan ketergantungan kepada atasan seperti yang
berlangsung pada tataran birokrasi pemerintahan pada tingkat makro.
Kekhawatiran tersebut bisa dimengerti, apalagi jika dikaitkan dengan
pendapat Jackson, Castles, dan Muhaimin. Menurut Jackson dalam biro-
krasi politi yang diterapkan pemerintah Orde Barz nuansa bubungan
patronclient (‘bapak dan anak buah’) sangat menonjol, baik pada tataran
makro maupun mikro. Laiu dengan menyetir pendapat Casties, Muhaimin
menyebut fenomena birokrasi semacam itu dengan birokrasi patrimonial
{Abar, 1990: 23-34). Dengan berbaurnya nilai-nilai tradisional yang feodal-
aristokratis dalam mewarnai sosok birokrasi moderen di Indonesia, maka
terlihat ekspresi baru dari tradisi lama atau neo-tradisional (Santoso, 1997:
139-140). Mekanisme semacam itulah yang melahirkan apa yang dikenal
dengan birokrasi neo-patrimonial. Apapun label yang diberikan kepada-
nya, yang jelas mekanisme ltubungan patron klien itu, bertentangan dengan
budaya politik lokal masyarakat nageri yang lebih hercorak demokratis.
Oleh sebab itu, beberapa tokoh kritis yang berpengaruh dalam masyarakat
Pariangan menolak ide penghapusan pemerintahan nagari dan mengganti-

nya dengan pemerintahan desa.
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Di lihat dari perspektif lain, keberatan kebanyakan tokoh masyarakat
riagari menerima perubahan sistem pemerintahan di atas, juga dapat dijelas-
kan mengikuti beberapa pemikiran sosiologis tentang mitos perubahan.
Meskipun tidak ada masyarakat yang streil dari berbagai perubahan, tetapi
penganut teori struktural—fungsioi;al sangat respek terhadap tatanan sosial
yang ditandal oleh stabilitas dan integrasi, sehingga mereka cenderung
memiliki visi negatif terhadap perubahan tersebut. Talcott Parsons, Robert
F. Bales, dan Edward E. Shils misalnya, berpendirian bahwa dalam batas-
batas tertentu perubahan itu merupakan perkosaan terhadap keadaan
nornal (Lauer, 1993: 8). Di samping itu, ada pula ilmuwan yang menilai
perubahan itu abnormal dan cenderung menimbulakan traumatis. Dalam
hobungan ini, Fric Hoffer, R A. Nisbet, dan RT. La Pierre cendervpg
sependapat, bahwa perubahan tersebut merupakan siksaan, krisis, d;ln
‘agen asing yang tidak dihendaki” (Lauer,1993: 11).

Berkenaan pokok pikiran ¢i atas, data penelitian mengisyarathkan:
pertama, sebagian masyarakat yang menolak penghapusan sistem pemerin-
tahan nageri dan menggantinya dengan pemerintahan desa, berkeyakinan
bahwa perubahan itu akan merusak tatanan normal yang sudah berlang-
sung sejak lama di bawah sistem pemerintahan naguri. Bahkan kelompok
ini juga mengkhawatirkan perubahan top elit pemerintahan (dalam istilah
Miles) di pedesaan dari Wali Nagari menjadi Kepala Desa, akan mesusak

mekanisme hubungan pemerintah dap masyarakat. Dalam budaya poHtik

Tesis Birokrasi Dalam Masyarakat ... Emizal Amri



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

183

- 'Minaltp,kabau istilah ‘wali’ mengandung muansa demwokratis, di mana
hubungan Wali Nagari sebagai pimpinan pemerintah dan masyarakat relatif
setara. Kekuasaan seorang Wali Nagari dalam bidang pemerintahan hanya
sebatas wewenang yang didelegasikan oleh masyarakat. Jika Wali Nagari
sudah Hdak mendapat legitimasi dari masyarakatnya, maka kewe-nangan
tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sementara kalan pucuk pimpinan
pemerintahan dipegang oleh Kepala Desa, maka keadaannya akan berbeda
sama sekali. Istilah ‘kepala’ ini dinilal mengandung unsur paternalistik,
dan kurang mencerminkan prinsip demokrasi. Istilah mi akan menciptaken
hubungan yang tidak berimbang antara pemerintah dan masyarakat
dimana pihak pertama menempati posisi sebagai atasan; dan, pihak kedua
sebagai bawahan. Kedua, penghapusan sistem pemerintahan ragsri yeng
direncanakan dan disosialisasikan agen-agen pembaharu dari kalangan
pemerintah itu cenderung dinilal sebagai bentuk peremehan terhadap
budaya politik lokal. Akibatnya timbul krisis kepercayaan sebagian tokoh
masyarakat terhadap gagasan pemerintahan itu. Lalu kelompok imi ber-
upaya mencari dukungan warga untuk menentang penerapan sistem peme-
rintahan desa yang diadopsi oleh regim Orde Baru dari sistem kekuasan
Jawa, dan diyakini tidak relevan dengan budaya politik Minangkabau.

Keberatan untuk menghapus sistem pemerintahan riagari dan meng-
gantinya dengan pemerintahan desa juga bisa dijelaskan dari perspektif

antropologi budaya. Alur pjkimya adalah sebagai berikut: pemerintahan
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nagari yang diadopsi dari sistern pemerintahan tradisional Minangkabau,
pada prinsipnya merupakan suatu tipe dari pemerintahan adat. Sebagai
suatu dimensi dari adat pada tingkat aturan khusus, sistem ini sulit untuk
dirubah, apalagi bila ide perubahan itu hanya datang dari luar, Hal itu
relevan dengan konsepsi Koentjaraningrat, di mana menurutnya adat me-
rupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan yang berfungsi mengatur tata
kelakuan dalam masyarakat setempat (Koentjaraningrat, 1984: 11 & 19).

Dalam kaitan dengar-t konsepsi di atas, data penelitian juga mengung-
kapkan: gagasan untuk menghapus sistern pemerintahan nagari di Minang-
kabau dan menggantinya dengan pemerintahan desa semata-mata datang
dari atas (pemerintah), bukan tumbuh dari masyarakat nagai ita sendiri.
Tambahan lagi, sosialisasi ide perubahan itu belum berlangsung intensif
dan matang, sehingga pada mulanya rencana itu ditolak oleh sebagian
tokoh masyarakat di daerah Ini. Namun karena perubahan itu dirancang
sedemilian rupa dan dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan
di bawah kuatnya tekanan penguasa, maka setelah melaksi perdebatan
yang segit akhirnya hal itu terpaksa diterima oleh masyarakat magari.

B. Hubungan Birokrasi dsn Masyarskat:
dari Kesetarasn ke Subordinasl Masyarakat

Untuk memahami eksistensi birokrasi pemerintahan dan masyarakat,
~ serta hubungan antara keduanya, tidak mungkin dilakukan tanpa mengait-

kannya dengan konteks sosio-kultural setempat Sehubungan dengan itu,
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menarik untuk menyimak pokok pikiran Vilpredo Pareto. Menurut Pareto,
masyarakat sebagai suatu sistem, pada prinsipnya terdiri dari dua kategori
pokok, yaitu: elit dan non-elit (Lauer, 1993: 347). Kelompok elit merupakan
sejumlah kecil individu yang menempati puncak struktur sosial, dan di
bawahnya terdapat kelompok non-elit (massa, ‘orang kebanyakan) dengan
jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu menurut Sain Simon, masya-
.rakat dapat digambarkan sebagai sebuah piramit: di mana pada bagian
puncaknya terdapat kelompok elit; dan, di bawahnya terdapat kelompok
non-elit (Bill & Hardgrave Jr., 1987: 3).

Mengacu pada konsepsi Pareto di atas, JW. Schoorl membuat dua
buah batasan (definisi) tentang elit. Menurutnya, secara umum elit dapat
dipahami sebagai sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati
puncak berbagai struktur sosial terpenting, misalnya di bidang: ekonomi,
pemerintahan, militer, politlkk, agama, dan sebagainya. Sementara dalam
arti khusus, elit juga dapat diartikan sebagai sekelompok kecil orang yang
memegang pemerintahan atau lingkungan dari mana pemegang kekuasaan

*jtu muncul {Schoorl, 1982: 128). Lebih jauh, Schoorl juga membagi kelom-
pok elit tersebut kepada: elit lama; dan, elit baru (Schoorl, 1982: 129).

Berkenaan dengan beberapa pokok pikiran di atas, temuan penelitian
menunjukkan: perfama, d\gnﬁ menggunakan klasifikasi masyarakat yang
dikemukakan Pareto dan kategori elit yang dirumuskan Schoorl, kelompok

elit Pariangan sebenarnya terdiri dark: minigkmamnak (penghulu pucuask dan
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penghulu andiko), alim ulama, dan cdiak pandai, ditambah dengan bundo
. kanduang (elit lama); dan, aparat pemerintahan nagani/ desa (elit baru). i
pihak lain terdapat kelompok non elit, terdiri dari: petani tradisonal dengan
jumlah terbesar; ditambah dengan sejumlah kecil ‘petani pedang’ (istilah
yang dipopulerkan Elizabeth Graves), pedagang keliling (pedler dalam
istilah van Leur), dan pengrajin (“tukang’ dalam iterminologi setempat).
Dilihat dari perspektif lain, dengan mengana]iéis pendapat Pareto,
lalu Boltomore membagi kelompok elit kepada dua kategori. Pertamna, elit
yang memerintah, yakni terdiri dari individu-individu yang secara lang-
sung maupun tidak langsung berperan dalam pemnerintahan. Kedua, elit
yang tidak memerintah, yaitu mereka yang tidak termasuk ke dalam ke-
lompok pertama (Kartodirdjo, 1984: 25). Dalam kaitan ini, temuan pene-
litian mengungkapkan: elit yang memerintah di Pariangan pada masa
pemerintahan nagari terdiri dari: Wali Nagari, Sekretaris Nagarl, dan para
Wali Jorong; serta anggota DPRN (legislatif) yang dipitth oleh rakyat dan
memiliki akses langsung pada pemerintah, Sementara elit yang memerintah
pada masa pemerintahan desa, terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala-Kepala Urusan (umum, pemerintahan, pembe-ngunan), dan para
Kepala Dusun; serta anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Di pihak lain, elit yang
tidak memerintah pada masa pemerintahan rnagari terdiri dari: anggota

Kerapatan Nagari; dan, kelompok elit iali tigo sapilin tungku tigo sajavanguan
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(ninikakmamak, alim ulama, dan cadiak pandai). Selanjutnya elit yang tidak
memerintah dalam era pemerintahan desa, mencakup: anggota Kerapatar
Adat Nagari (KAN), serta eksponen ¢lit tali tigo sapilin tunghu tigo eajarangan.
Selanjulnya bila dibubungkan dengan konsep Schoorl tentang echit
dalam arti khusus, temuan penelitian ini mengungkapkan: dalam era pra
kemerdekaan RI, kelompok yang memerintah di Pariangan kebanyakan
berasal dari unsur niniakmamak, khususnya Ninigknonak Nan Duo Puluah
Duo. Kemudian pada pasca kemerdekaan, elit pemerintahan tidak lagi
didominasi oleh unswr niniakmarnak, tetapi juga bisa berasal dari kalangan
alim ulama, cadizkpandai, dan kaum terpelajar. Bahkan dalam era Orde Baru
elit pemerintahan umumnya dipilih dari individu-individu yang di dalam
dirinya terhimpun karakteristik elit tradisional dan moderen. Maksudnya
selain sebagai ninialmamak yang bersangkutan juga seorang alim ulama,
dan sekaligus terpelajar. Temuan ini relevan dengan gagasan Schoorl, di
mana menurutaya dalam masyarakat yang sedang mengalami proses trans-
formasi, pemerintahan cenderung dipegang oleh elit baru, tetapi bukan
berarti elit lama kehilangan pengaruhnya sama sekali (Schoorl, 1982: 129}.
Guna memahami hubungan antara elit dan massa, menarik pula
untuk menyetir pokok pikiran Mosca sebagaimana diulas oleh Bottomwore.
Dengan menerima adanya perbedaan antara demokrasi moderen dan
bentu-bentuk organisasi kekuasaan (polity) lainnya, Mosca berpendirian:

sampat pada taraf tertentu terdapat interaksi yang setara antara minoritas
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yang memerintah dan mayoritas yang diperintah. Dengan begitu, berarti
hubungan antara kedua kelompok (elit dan non-elit) tidak otomatis
mencerminkan dominasi pihak yang memerintah terhadap yang diperintah
 (Kartodirdjo, 1984: 30-31). Sehubungan dengan konsepsi Mosca ini, temuan
penelitian menunjukkan: dalam masyarakat Pariangan sejak zaman tradisi-
onal hingga awal tahun 1970-an (kecuali era Orde Lama), hubungan antara
elit yang memerintah dan yang diperintah relatif setara. Artinya pemerin-
tahan/kepemimpinan di Pariangan (seperti juga di Minangkabau wmum-
nya) tidak dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan bersifat mutlak.
Temuan di atas memperlihatkan perbedaan yang cukup mendasar
dengan konsep kekuasaan Jawa yang relatif berpengaruh pada tataran
birokrasi pemerintahan Indonesia modern. Menurut Soemarsaid Moertono,
masyarakat feodal Jawa menggambarkan kekuasaan raja sebagai sesuatu
yang tidak terbatas, ia tidak bisa diatur dengan cara-cara duniawi, tetapi di
dalam diri dan kekuasaan raja tercermin roh Dewa/ jiwa Miahi (Moertono,
1985: 48). Oleh karena itu, hubungan penguasa dan rakyat tidak lain
adalah cerminan dari korsep kaula-gusti (‘tuan dan hamba’). Dalam hal ird,
kaula adalah hamba yang harus taat dan patuh kepada kekuassaan mutlak
Gusti (raja) sebagai wakil Tuhan di dunia (Moertono, 1985: 17-32). Berbeda
dengan kecenderungan di atas, data penelitian ini menunjukkan: masya-
rakat Parlangan memabhami kekuasaan/kepemimpinan sebagai sesuatu

yang, relatif (tidak mutlak), dan tidak sakral, sehingga setiap individu yang
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memenubi kriteria yang ditetapkan sama-sama berpeluang mendudukinya.
Posisi seorang pemimpin i tengah-tengah masyarakat Parlangan tidak
lebih hanyalah sebagaimana tercermin dalam ungkapan: “didahulikan
salangkah, dan ditinggikan saranting.” Selain itu, di bawah sistem pemerin-
tahan nagari, pemerintah da:-n warga berada pada posisi setara, di mana
seseorang hanya memiliki otoritas untuk memerintah sepanjang ada pen-
delegasian wewenang dari masyarakat melalui DPRN. Ketika itu kontrol
masyarakat terhadap pemerintahan, secara formal dijalankan oleh DPRN,
serta Niniak-mamak Nan Duo Puluh Duo/ lembaga Kerapatan Nagari.

Temuan di atas secara implisit mengisyarakatkan bahwa masyarakat
Pariangan khususnya (Minangkabau umumnya), memiliki tradisi politik/
pemerintahan yang demokratis. Dalam budaya etnik ini, setiap anggota
masyarakat bebas mengekspresikan dirinya, mengeritik, bahkan menjatuh-
kan aparat pemerintahan yang terbukti bersalah/ melakukan penyeleweng-
an. Hal demikian tidak dianggap tabu dalam masyarakal setempat,
melainkan dibenarkan oleh hukum sebagaimana tercermin dalam ajaran
adat: “raja alim raja disembah, raja lalim raja di sanggah” (‘penguasa alim harus
difkuti, letapi penguasa yang zalim harus ditentang’). Ungkapan ini bukan
hanya sekadar jargon belaka, buktinya beberapa orang Wali Nagari
Pariangan yang terbukti bersalah terpaksa harus berhenti sebelum masa
tugasnya berakhir. Pilihan itu terpaksa ditempuh, sebab tidak mungkin

bagi yang bersangkutan menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bawah
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tekanan/ perlawapan dari masyarakatnya. Dalam banyak kasus permintaan
maaf dari yang bersangkutan tidak cukup untuk menghapus kesalahan
yang dilakukannya, sebab prinsip: sekali lancung ke ufian, selama hidup orang
tidak percaya, masih dipegang teguh mayoritas warga setempat.

Realitas sosial di atas dapat dijadikan bukti, bahwa sistem budaya
Pariangan sudah mencerminkan beberapa prinsip civil society menurut
perspektif kontemporer seperti dikemukakan Jurgen Habermwas, Ernes
Gelner, dan John Keane. Ketiga tokoh ini salma—_sama menekankan ditmensi
kesetaraan dan kemandirian warga dalam berhadapan dengan pemerintah
dalam konsep civil society. Sementara dengan de Tocqueville dengan tegas
mengemukakan, bohwa masyarakat warga merupakan wilayah kehidupan
sosial yang terorganisir dengan ciri-ciri pokok: kesukarelaan (volountury),
keswasembadnan (self-generating), keswadayaan (self-supporting), dan ke-
mandirian tinggi warga dalam berhadapan dengan kekuasaan (negara),
serta kelerikatan semua pihak pada nilai-nilai/norma hukum yang berlaku
(Hikam, 1996: 3). Hampir semua ciri tersebut relevan dengan karakteristik
pokok masyarakat nageri yang menjunjung tinggi: kesetaraan, kebebasan/
kemerdekaan, kemandirian, dan kesukarelaan/ kebersamaan dalam kehi-
dupan sosio-politik. Selain itu data penelitian juga mengungkapkan, di
bawah sistem pemerintahan nagari warga Pariangan mampu mengimbangi
kekuasaan pemerintah sesuai dengan norma/ hukum yang berlaku, baik

hukum adat, maupun hukum ketatanegaraan dengan segala produknya.

Tesis Birokrasi Dalam Masyarakat ... Emizal Amri



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

191

Untuk memahami hubungan elit dan massa tersebut, menarik mene-
lusuri pokok pikiran T.B. Bottomore. Dengan menganalisis pokok-pokok
pikiran G. Mosca, lalu Bottomore menegaskan: sampai pada taraf tertentu
interaksi antara minoritas yang memerintah dan mayoritas yang diperintah
tidak serta merta mencerminkan pola hubungan yang bersifat dominasi
(Kartodirdjo, 1984: 30). Berkenaan dengan konsepsi ini, temuan penelitian
menunjukkan: berbeda dengan era Orde Lama dan masa pemerintahan
desa yang cukup menomjol nuansa hegemoni/ dominasi pemerintah, di
bawah sistem pemerintahan nagari hubungan elit pemnerintah dan massa
yang diperintah relatif setara dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip
demokrasi. Ketika itu, elit pemerintahan masih memberi ruang gerak pada
masyarakat nagari untuk terlibat secara aktif merencanakan dan menetap-
kan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan setempat, beik di bidang
sosio-budaya, ekonomi, politik manpun pemerintahan. Realitas hubungan
pemerintah dan masea yang diperintah semacam itu di Pariangan, tidak
hanya berlangsung pada era pemerintahan tradisional, melainkan juga
ketika pemerintahan nagari diintegrasikan ke bawah struktur birokrasi
penmerintahan kolonial dan nasiona} (kecuali era Orde Lama). Buktinya,
independensi warga nagari untuk mengurus ‘rumahtangga’-nya sendiri
tetap dijunjung tinggi oleh pemerintah pusat.

Berbeda dengan keadaan pada masa pemerintahan nageri, mekanisme

- hubungan birokrasi dan masyarakat di bawah sistem pemerintahan desa
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mempetlihatkan hubungan yang tidak berimbang. Dalam periode ini,
aparatur birokrasi pemerintahan sebagal penyelenggara negara menempati
posisi superioritas, dan masyarakat sebagai pihak yang tersubordinasi.
Realitas demikian merupakan konsekuensi dari pemahaman aparat biro-
krasi pemerintah Orde Baru terhadap negara dan masyarakat. Berbagai
kebijakan politik pemerintah Orde Baru sejak 1970-an mengisyarakatkan
kuatnya pengaruh konsepsi Frederick Hegel tentang hubungan negara dan
° masyarakat. Menurut Hegel, birokrasi negara merupakan kelas universal
yang bertanggungjawab atas semua implementasi yang memiliki arti pen-
ting bagi masyarakat, dan sekaligus memotong bellum omnia contra egoistis
yang bereksistensi di dalam masyarakat sipil (Giddens, 1986: 290). Konsep-
sl ini mengandung arti: negara berada di atas masyarakat, di mana biro-
krasi pemerintahan negara bertugas untuk menjaga keamanan dan menjem-
batani perbedaan antar individu di dalam masyarakat.

Refevan dengan konsepsi di alas, data lapangan mengungkapkan:
sejak Undang-unadang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di-
berlakukan, negara betul-betul berada di atas masyarakat. Dengan memin-
jam istilah Hegel, sejak itu birokrasi pemerintahan cenderung mengekspre-
sikan dirf atau bertindak mewakili berbagai kepentingan individu dan ke-
lompok dalam masyarakat. Guna memperkokoh posisinya, aparat birokrasi
sangat membatasi ruang gerak dan kreativitas .masyaralcat desa, sehingga
keotonomian, kebebasan, dan kemandirian warga menjadi hilang. Lebih
Emizal Amri
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dari itu, tenmian penelitian juga mengungkapkan: hampir semma kebijakan
pemerintahan dan program pembangunan desa ditetapkan dari atas {ter-
masuk oleh pemerintah pusat), bukan dirancang dari dan oleh masyarakat
desa sesuai dengan kebuluhan mereka. Di pihak lain pluralitas pemikiran
dalam masyarakat, apalagi yang berseberangan dengan kebijakan peme-
rintah, dianggap sebagai sesuatu yang tabu/ terlarang. Jika tetap muncul
pemikiran alternatif, maka aparatur birokrasi biasanya akan menudihnya
sebagal bentuk perlawanan terhadap negara dan pemerintahan yang sah.
Berbeda dengan Hegel Karl Marx melihat hubungan negara dan
masyarakat secara lebih radikal. Marx mengeritik pendekatan ideatis Hegel
dalam memahami birokrasi seperti dikemukakan di atas sebagai sebuah
contoh dari kekeliruan besar. Memurut Marx birokrasi bukanlah mewakili
kepentingan umum, melainkan mewakili kepentingan khusus. Birokrasi
sesungpuhnya berada di atas universalitas impian yang pada kenyataannya
melindungi kepentingan kelas khusus itu. Jadi birokrasi negara merupakan
organ, di mana kekuatan kelas dominan dilemmba gakan (Giddens, 1986: 290-
291). Jadi menurut Marx: susunan masyarakat pada prinsipnya terbagi ke
dalam: kelas yang memerintah (dominan); dan, kelas yang diperintah
(dieksploitasi), di mana duanya terefleksi dalam negara (Budiman, 1990 4).
Meskipun para teoritisi abad ke-20 banyak menilai konsepsi Maerx
bernuansa utopis dan sangat deterministik, namun dalam batas-batas ter-
tentu teori tersebutl masih relevan untuk menjelaskan temuan penelitian ini.
Emizal Amri
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Bagaimanapun, pemerintahan desa memang dijadikan oleh aparat birokrasi
pemerintahan yang lebih tinggi sebagai wadah pele:ﬁtbagnan kepentingan
penguasa. Baik disadari atau tidak, selama ini birokrasi pemerintahan desa
memang dijadikan sebagai perpanjangan tangan penguasa dalam meme-
lihara kepentingan pemerintah di pedesaan, dean menyebartuaskan ideolegi
(negara dan pembangunan) di tengah-tengah masyarakat desa. Jadi cukup
kuat bukti-bukti di lapangan yang menunjukkan, bahwa pemerintahan
desa bukanlah mewakili kepentingan umum dalam masyarakat desa itu
sendiri, melainkan mewaldl kepentingan khusus kelompok penguasa.
Selain itu, data penelitian menunjukkan, setelah pelaksanaan Undang-
undang No. 5 Tahun 1979, aparat pemerintahan desa bukan hanya berperan
sebagai pengelola/ pelaksana administrasi, pengontrol penegakan hukum
6an politik di pedesaan, melainkan lebih banyak berperan sebagai wakil
elit penguasa di desa, dan tidak mampu mengakomodasi keragaman ke-
pentingan masyarakat di desanya. Umumnya Kepala Desa dan aparatnya
tidak berdaya melawan kehendak kelompok yang mendonunasi peme-
rintah, sehingga pada gilirannya aparat pemerintahan terendah ini dapat
dijedikan sebagal ujung tombak oleh pemerintah untuk menjalankan dan
mengamankan kepentingan penguasa di pedesaan. Di pihak lain, pluralitas
pemikiran dan kebutuhan yang tumbuh dalam masyarakat desa, diredam
sedemikian rupa oleh pemerintah dengan memanfaatkan aparat keamaman.

Kebtjakan tersebut ditempuh dengan dalih untuk: memelihara kontinuitas
Emizal Amri
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pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme semacem itu,
merupakan konsekuensi darl dominannya pengaruh hubungan pantron-
cleant dalam birokrasi pemerintahan Orde Baru, baik dalam konteks biro-
krasi politi maupun birokrasi neo-patrimonial.

Temuan di atas menunjukkan, bahwa melalui berbagai kebijakan
yang ditempuhnya, regim Orde Baru (kelonmipok dominan) berhasil menem-
patkan masyarakat yang diperintah pada pos;m tersubordinasi. Dalam hal
ini, regim penguasa tidak hanya berhasil mengeksploitasi massa di pedesa-
an, melainkan aparat pemerintaban desa, anggota LMD, dan LKMD pun
mengalami proses ‘penumpulan,” sehingga elit pedesaan ini kehilangan ke-
berdayaannya dalam berhadapan dengan aparat pemerintahan yang lebih
tinggi. Realitas demikian merupakan konsekuensi logis dari kebijakan
hegemoni ideologi (negara) dan ideologi pembangunan, serta dominasi
birokrasi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Kebijakan politisas}
birokrasi, demobilisasi massa, ‘'massa mengambang’ (floating mass), serta
penerapan pendekatan keamanan (security approach) adalah serangkaian
contoh dari kebijakan pemerintah Orde Bara yang menyebabkan hancurnya
sendi-sendi masyarakat warga yang sudah lama tumbuh di Praiangan.

Mengingat dominasi birokrasi pemerintaban terhadap masyarakat
yang diperintah sudah demildan mencoloknya, maka timbul pertanyaan:
apakah masyarakat warga tetap ekgis di bawah pemerintahan Orde Baru?.

jika konsep masyarakat warga tetap diartlkan sebagai siate (negara) seperti
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kecenderungan sebelum abad ke-18, maka dapat dikatakan bahwa masya-
rakat warga dalam periode ini tetap eksis. Nanmn bila konsep masyarakat
warga dikembalikan pada kemandirian dan kesetaraan sebagai intinya
sebagaimana dipahami di abad ini, nake dalam masyarakat yang tersusun
dari: kelas yang mendominasi di satu pihak; dan, kelas yang dieksploitasi
di pihak lain, tidak mungkin ditemukan civil society yang hakiki. Eksploi-
tasi yang dilancarkan pemerintah tentu menutup peluang tumbuhnya ciil
liberties. Pada hal menurut Zuly Qadir, kebebasan sipil merupakan syarat
esensial bagi pemberdayaan masyarakat, di samping toleransi pemerintah
terhadap budaya alternatif, watak egaliter, dan kebebasan berpikir segenap
.unsur masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku (Qadir, 1999: 8).
Pembahasan di atas mengungkapkan, bahwa hubungan birokrasi dan
masyarakat di bawah sistem pemerintahan desa memperlihatkan hubungan
yang tidak berimbang (selara). Aparat pemerintahan desa cenderung tidak
berdaya dalam membendung dominasi penguasa, sehingga pada gilixammya
ia menjadi alat bagi pemerintah yang lebih tinggi untuk melanggengkan
kepentingan mereka. Dalam rangka membangun dominasinya, pemerintah
melengkapt diri dengan perangkat .pe:rundang-undangan yang diperlukan,
terutama untuk meredam kemungkinan munculnya perlawanan di tengah-
tengah masyarakat. Dengan adanya undang-undang itu, maka orang-orang
yang melancarkan perlawanan dapat dijatuhi tuduhan: melanggar undang-
¢ undang, menentang pemerintah yang sah, anti Pancasila dan sebagainya,
yang dilengkapi dengan sanksi hukumnya masing-masing.
Emizal Amri
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C. Kemerosofan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sejalan
dengan Menguatnya Hegemoni Negara dan Dominasi Birokrasi
Para akademisi cenderung sé;mndapat, bahwa tipe regim dan eksis-
tensi masyarakat memiliki hubungan kausal: di bawah regim demokratis,
keberadaan warga masyarakat relatif kuat; dan di bawah regim otoriter/
totaliter, eksistensi masyarakat amat lemah. Selain itu, sebagian akademisi,
berpenditian bahwa terdapat hubungan timbal balik antara tipe regim dan
tingkat keberhasilan pembangunan (Pelly, 1989: 2). Namun sebagian lain-
nya meragukan, bahkan menolak konsepsi semacam itu. Myron Wainer
misalnya, walaupun dia menekankan pentingnya peran birokrasi yang
demokratis untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan,
namun dia menegaskan: tidak terdapat bukti kuat yang menurjukkan ada-
nya hubungan korelasional antara bentuk regim/model birokrasi pemerin-
taban dengan tingkal keberhasilan suatu masyarakat/ bangsa dalam
pembangunan (Wainer, 1984: 156). Maksudnya, baik regim otoriter dan
lotaliter maupun demokratis, memiliki peluang yang relatif sama untuk
meraib keberhasilan atau kemungkinan mengalami kegagalan dalam men-
capai tingkat pertumbuhan pembangunan tertentu.
Mengikuti alur pemikiran Wainer di atas, kiranya dapat dirumuskan
sebuah formula sederhana. Tipe regim akan memberi corak tersendiri pada
eksistensi masyarakat warga. Selanjutnya civil liberties yang terdapat dalam

masyarakat ifu mempengarubd corak keterlibatan warga dalam pemba-
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ngunan. apakah akan bernuansa partisipasi ataukah mobilisasi. Dalam
kaitan ini, Wainer berpendapat: tingkat keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan dapat dikembalikan pada dua kecenderungan pokok: di
bawah regim birokrasi pemerintahan demokratis keikutsertaan masyarakat
dalam pembangunan lebih bernuansa partisipasi; dan, di bawah regim
otoriter/totaliter cenderung bersifat mobilisasi (Wainer, 1984: 156-158).
Berkenaan dengan pokok pikiran Weiner di atas, meskipun menurut
para peneliti seperti Jackson, Castles, dan Lidle dimensi bureaucratic polity
relatif menonjol dalam pemerintahan Orde Baru, namun eksistensi masya-
rakat warga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan
ternyata memperlihatkan arus pasang surut. Dalam hubungan ini data
penelitian menunjukkan, pada masa pemerintahan nagari dan desa era
Orde Baru, ternyata konsepsi dan arah kebijakan pemerintah di bidang
publik memperlihatkan perbedaan yang befb-ed_a. Di bawah pemerintahan
nagari yang menjunjung tinggi kesetaraan, kemandirian, dan demokrasi,
terbuka peluang bagi pemberdayaan masyarakat. Kecenderungan demikian
dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Di pihak lain pada era pemerintahan desa dengan hegemoni/dominasi
birokrasi pemerintahan yang menonjol, terjadi pembatasan ruang gerak
masyarakat warga. Lebih jauh kebijakan demikian telah mengakibatkan
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Konsepsi di atas

mengisyaratkan: semakin kuat eksistensi masyarakat warga, maka semakin
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tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, semakin
kuat hegemoni dan dominasi pemerintah, maka makin rendah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Pada winumnya teoritisi berkeyakinan, bahwa partisipasi masyarakat
merupakan faktor yang Isangat esensial di dalam pembangunan. Dalam
konsepsi yang diterima secara luas, parlisipasi dipahami sebagai keter-
libatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan yang didasar-

~ kan atas kesukarelaan (persetujuan, consent), di mana hubungan dari semmua
pihak bersifat setara (Saleh, 1989: 9). Dalam konteks pembangunan, keter-
libatan seseorang/sekelompok otang itu dapat berupa: penentuan kebfjak-
an, penyusunan rencana/program, pengambilan keputusan, pelaksanaan,
pendanaan, serta penilaian terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Berbeda dengan konsep partisipasi yang dikenal secara Iuas tersebut,
Samuel P. Huntington membagi partisipasi ke dalamn dua kategori: (1)
partisipasi yang otonom, yaitu keterlibatan seseorang/ sekelompok orang
dalam sualu kegiatan yang dilandasi oleh keinginan atau kehendak sendiri;
dan (2) partisipasi yang dimobilisasikan, yakni keterlibalan seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu kegiatan atas kehendak atau pengaruh
orang lain (Huntington, 1994: 9-20). Walaupun partisipasi dalam artian
kedua ini berbeda dengan konsepsi yang diterima secara luas dan banyak
ditentang oleh teoritisi, namun pendapat Huntington ini banyak dianut

oleh aparatur birokrasi pemerintahan di ‘dunia ketiga.” Walaupun begitu,
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di sini partisipasi tetepat ditekankan pada kesukarelaan atau “partisipasi
yang otonom’ versi Huntington. Sementara partisipasi yang dimobilisasi-

kan dipahami sebagai salah satu varian mobilisasi, bukan partisipasi.

1. Keterlibatan Masyarakat Nagari dalam Pembangunan:
dari Partisipasi Tinggi Bergerak ke Partisipasi Rendah

Sesuai dengan konsep partisipasi dengan inti kesukarelaan di atas,
temuan penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam pemba-
ngunan pada masa pemerintahan nagari lebih tinggi daripada di bawah
pemerintahan desa. Temuan lapangan menunjukkan, tingginya partisipast
masyarakat dalam pembangunan 'pada era pemerintahan nagari, setidak-
tidaknya didukung oleh dua faktor penting: pertama, kebijakan birokrasi
pemerintahan pada tingkat makro yang masih mentolerir munculnya cfvil
liberties sesuai dengan budaya politik lokal dalam konteks negara kesatuan
Republik Indonesia; dan kedua, watak egaliter, demokratis, serta keotono-
mian yang, menjadi karakteristik budaya politik masyarakat nagari.

Sehubungan dengan kedua faktor itu, lebih jauh dapat ditegaskan,
bahwa segera setelah mengambil alih kekuasaan dari regim Orde Lama, elit
birokrasi pemerintah Orde Baru memberikan secercah harapan bagi pe-
ngembangan masyarakat demokratis dengan mentolerir keragaman politik
pemerintahan etnik atau lokal dalam konteks negara kesatuan Republik
Indonesia. Dalam kaitan ini, melalul Surat Keputusan Gubernur Kepala

Derah Propinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Pokok-pokok
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Pemerintahan Nagari dalam Duerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 18
Maret 1968, Pemda n'lenger_ﬁbalikan eksistensl nagari pada tradisi politik
Minangkabau, di mana nagari dipahami sebagai kesatuan hukum (adat)
yang jelas batas-batas wilayahnya, mempunyai harta benda sendiri, berhak
mengalur rumahtangga dan memilih pemimpin pemerintahannya. Kebi-
jakan ini ternyata cukup strategis bagi pengembangan potensi masyarakat
dan sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
Berkenaan dengan faktor pertama di atas, aparatur birokrasi pemerin-
tahan Orde Baru telah melakukan terobosan dengan menata kembali sistem
pemerintahan nagari. Sehubungan dengan hal itu, ada tiga temman penting
dalam penelitian ini. Perﬁzmﬁ, keberadaan nagari dikembalikan pada kon-
teks budaya politik Minangkabau. Sejalan dengan itu, dengan memirjam
istilah Mills, jabatan top elit pemerintahan di tingkat kenegarian dirubah
dari Kepala Nagari menjadi Wali Nagari. Dalam menjalankan tugasnya
sehari-harl, Wali Nagari Pariangan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan
empal orang Wali Jorong. Dalam pelaksanaan tugasnya Wali Nagan bertang-
gungjawab kepada: Dewaﬁ Perwakitan Rakyat Nagari (DPRN), terutama
berkenaan dengan tugas/ kewenangannya dalam mengurus ‘rumahtangga’
nagari; dan, kepada Bupati Kepala Derah Tingkat [, khususnya dalam
kaitan dengan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh birokrasi pemerintahan
yang lebih tinggi. Kedua, di bawah sistem pemerintahan nagari yang baru

ini, kelompok elit “tali figo sapilin, tunghku tigo sajarangun’ di Pariangan
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kembali menemukan peran kultural mereka, sekaligus mendapatkan akses
langsung pada pemerintah magari di bawah penerapan prinsip-prinsip
demokrasi. Ketiga, aparatur pemerintahan pada tingkat makro mulai mene-
rapkan kebijakan disentralisasi, dan kebijakan ini amat terasa pengaruhmya
di Pariangan ketika itu. Hal itu ditandai dengan komitmen pemnerintah
untuk menghidupkan kembali keotonomian nagari, baik di bidang sosial-
budaya, ekonomi, pemerintahan, dan pembéxugunm

Kebijakan politik pemerintahan di atas, tidak lain adalah merupakan
konsekuensi dari menguatnya ide untuk merombak mekanisme hubungan
birokrasi pemerintahan dan masyarakat yang berlangsung di bawah sistem
Demokrasi Terpimpin. Jika pada era Orde Lama dengan jargon Demokrasi
Terpimpinnya, masyarakat berada di bawah subordinasi pemerintah yang
bertindak atas nama negara, maka pemerintah Orde Baru bertekat untuk
menempatkan pemerintah dan masyarakat pada posist yang relatif sejajar.
Untuk itu pemerintah Orde Baru mulai menghargai potensi yang ada
dalam masyarakat, dan mengentaskannya dari posisi yang tersubordinasi
Menirut Loekman Soetrisno, mekanisme hubungan birokrasi pemerintahan
dan masyarakat seperti itu, membuka peluang bagi peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi dapat
dipahami sebagai kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam hal:
merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-

hasil pembangunan (Soetrino, 1995::207). Menurut konsepsi ini masyarakat
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 sebagai subsistem diasumsikan sejajar, dan tidak berada di bawah sub-
ordinasi pemerintahan sebagai suprasistem. Dengan kata lain, masyarakat
diasumsikan mempunyai aspirasi, serta nilai budaya tersendiri, dan hal ini
harus diakomodasikan secara optimal dalam pembangunan.
Berkaitan dengan pokok pikiran iti, temuan penelitian menurjukkan:
di bawah sistem pem.erintahlan nagari periode awal Orde Baru partisipasi
masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi. Partisipasi itu tidak hanya
terbatas pada pelaksanaan pembangunan, melainkan juga dalam hal:
perencanaan, penyusunan program, pendanaan, serta evaluasi terhadap
proses dan hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Mengingat kemadirian
dan keotonomian merupakan karakteristik pokok darl sebuah nagari sejak
era pra kolonial, maka pola tersebut relevan dengan akar budaya setempat.
Artinya, kebljakan yang diambil aparat birokrasi ketika itu menghidupkan
kembali tradisi politk Minagknbau di bawah parnji-panji negara kesatuan
Republik Indonesia yang telah hilang selama pemerintahan Orde Lama.
Keberhasilan masyarakat nagari untuk mengisi beluang yang diberi-
kan pemerintah melalui kebijakan di atas, juga ditopang oleh watak masya-
rakat setempat. Para peneliti etnik dan budaya Minangkabau, cenderung
sependapat bahwa orang Minang memiliki watak: egaliter, demwkratis, dan
mandiri (Abdullah, 1971; Kato, 1982; Graves, 1983; Naim, 1984; Chaldwick,
1993). Sejalan dengan pokok pikiran tersebut, lebih jauh Abdul Aziz Saleh

menilai, bahwa secara kultural orang Minangkabau menjunjung tinggi
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kesetaraan (persamaan) antar individw, sebagai implementasi dari ajaran
adat “tagak samo tinggi, duduak smmo randal” (berdiri sama tinggi, duduk
sama rendah). Bukan hanya ide kesetaraan yang ditemukan dalam int
budaya Minangkabau, melainkan juga penghargaan terhadap manusia
sebagai individu untuk ambil bagian dalam berbagai aspek kehidupan
sosial dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimilikinya (Saleh,
1996: 18). Hal ini relevan dengan ajaran adat sebagaimana tercermin dalam
ungkapan: “nan cadiak bao baiyo, nan buto pammbuih lasung, nan lumpuah
panjago jamua, nan pakak palapeh badia” (yang cerdik diajak berunding, yang
buta pengembus lesung, yang lumpuh penjaga jemwur, dan yang tuli
peletuskan bedil). Artinya tidek ada individu dalam masyarakat yang tidak
berguna, sebab setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Dalam kaitan dengan konsepsi di atas, data penelitian merunjukkan:
pertama, di bawah sistem pemerintahan nagari terdapai hubungan kesetara-
an antara aparat pemerintahan dan warga masyarakat, di mana pemerintah
‘tidak bisa mendominasi masyarakat. Mekanisme hubungan seperti yang
dibayanglkan Gramsdi itu memungkinkan mengingat kedudukan pemimpin
atau permerintah dalam budaya Pariangan (Minangkabau wmumnya) tidak
lebih hanyalah sebagai orang yang: “didahulukan salangkah, dan ditinggikan
sarantiang” (didahulukan selangkah, ditinggikan seranting). Artinya aparat
pemerintahan tdak memﬂﬂq kekuasaan mutlak, dan sewaktu-waktu

warga bisa menarik dukungan mereka terhadap yang bersangkutan. Hal
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sernacam ini memang ditolerir dalam budaya Minangkabau sebagaimana
tersirat dalam falsafah adat: “rajo alim rajo disambah, rﬁjo lalim rajo disangguk”
(raja/ pemimpin alim pemimpin dihormati, dan pemimpin zalim pemimpin
ditentang). Kedua, setiap individu terbuka untuk berpartisipasi dalam
pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peluang ke arah itu
terbuka lebar, mengingat budaya Minang sangat menghargali pendapat
individu konteks demokrasi seperti tertuang dalam falsafat adat: “tasilang
kayu dalam tungku, di sinan api makonyo iduik” (bersilang kayu di dalam
tungku, di situ api makanya hidup). Maksudnya dengan beragamnya
pendapat/ aspirasi mengenal suatu persoalan, maka terbuka peluang bagi
getiap unsur masyarakat untuk mencapai keputusan yang tepat.

Dengan membuka koridor pengembangan budaya politik lokal, serta
menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, terbuka peluang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.
Dalam konteks ini, ternuan penelitian menunjukkkan bahwa dalam era
pemerintahan nagari periode awal Orde Baru, masyarakat bisa mngeks-
presikan pemikiran mereka secara demokratis sesuai denga hukum (adal
dan ketatanegaraan) yang berlaku, dan relatif terbebas dari intimidasi
pihak-pihat tertentu, termasuk aparatur birokrasi sendiri. Dengan adanya
kebebasan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang berbagai
persoalan di sekifar pembangunan, berarti masyarakat berpeluang untok

berpartisipasi, tanpa harus takut pada kesewenang-wenangan pemerintah.
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Implementasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada
periode tersebut dapat dilihat dari dua perspektif: Pertama, dalam pelaksa-
naan dan pendanaan pembangunan, partisipasi masyarakat berwujud
sebagai kesukarelaan individu untuk ikut melaksanakan dan mendanai
proyek-proyek pembangunan nagari. Ketika itu, mobilisasi massa oleh pe-
merintah relatif jarang terjadi, sebab anggota masyarakat umumnya merasa
terikat dan bertanggungjawab untuk menyukseskan program pembangun-

an yang umumnya dikembangkan dari kebutuhan riil masyarakat ber-
dasarkan falsafah atau strategi boifom-up. Kedua, dalam hal perencanaan,
penyusunan program, serta evalusi terhadap proses dan hasil-hasil pemba-
ngunan, partisipasi masyarakat diimplementasikan melalui dua prosedur,
yaitu: langsung dan tidak langsung. Dalam konteks pertama, anggota
masyarakal dapat menyampaikan secara langsung aspirasi mereka di
bidang pembangunan kepada aparat pemerintahan nagari. Di samping itu,
tokoh-tokoh masyarakat juga seringkali diundang oleh pemerintahan nagari
guna menjaring aspirasi masyarakat tentang rencana proyek pembangunan
tertentn. Melalui kegiatan itu terbuka kesempatan warga antuk ikut mem-
perbincangkan dan menyempurmakan perencanaan suatu program dengan
mempertimbangkan hasil evalusia terhadap proses dan produk pemba-
ngunan sebelumnya. Walaupun demikian, secara formal perencanaan dan
evaluasi itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) dengan

mempertimbangkan aspirasi dari bawah. Selanjutnya, dalam konteks
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kedua, warga bisa pula menyampaikan aspirasi mereka melalui institusi
yang tersedia, seperti: DPRN dan lembaga-lembaga adat (Kevapatan Nagari/
Ninialkanamak Nan Duo Puluah Duo). Sefanjuinya lembgga inilah yang akan
menyalurkannya pada pemerintah ragari. Selain melatlui saluran kelem-
bagaan itu, warga juga bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui tokoh-
tokoh tertentu untuk kemudian disalurkan kepada pemerintahan nagari.
Pokok pikiran di atas mengisyaratkan, bahwa pembangunan pada
masa pemerintahan nagari bukan hanya ditentukan elit yang memerintah,
melainkan juga massa (warga biasa). Dengan kata lain, pada saat itu
masyarakat ditempatkan sebagai subyek, bukan hanya menjadi obyek
pemmbangunan. Khusus mengenai penyusunan/ pengembangan program
pembangunan nagari, memang dilakukan oleh aparat pemerin-tahan
(eksekutif) bersama anggota DPRN (legislatif) di tingkat nagari. Namun
kedua lembaga ini, relatif proaktif dalam menjaring aspirasi masyarakat
baik melalui kontak langsung dengan warga masyarakat, maupun melalui
eksponen kelompok elit tradisional. Ketika itu, aparat pemerintahan nagari
menjaring aspirasi nmsyafakat bukan hanya melalui pertemuan formal,
melainkan yang lebih penting adalah melalut kontak informal. Sehubungan
dengan hal terakhir ini, umumnya Wali Nageri dan aparatnya memanfaat-
kan momen sholat Jumn'at dan acara peringatan hari besar Islam di forong-
jorong sebagai wadah untuk berkomunikasi dan menjaring aspirasi warga

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pembangunan
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Kebijakan ini penting artinya untuk membina hubungan pemerintah dan
masyarakat, meongimplementasikan falsafah pembangunan yang dijalan-
kan, dan memupuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimaksud.

Secara teoritik, sebenarmya falsafah atau strategi pembangunan dapat
dibedakan ke dalam dua kategori pokok, yaitu: fop-down (turun dari atas);
dan, botton-up (tumbuh dari bawah). Dalam .realitanya, jarang pemba-
ngunan yang murni hanya bertolak pada falsafah fop-down ataupun botioern-
up belaka. Menurut L.oekman Soetrisno, pembangunan yang bersifat part-
sipatif sebenarnya sudah dapat muncul di atas pertemuan antara kedua
falsafah pembangunan di atas atau kombinasi antara top-down dan bottomn-
up (Soetrisno, 1995: 225). Dalam kaitan dengan pokok pikiran ini, temuan
penelitian menunjukkan pembangunan yang dianut pemerintahan nagari
Pariangen pada awal era Orde Baru mencerminkan kombinasi dari kedua
falsafah tersebut. Hanya saje pembangunan yang bercorak botiomn-up lebih
dominan daripada yang bersifat top-down. Pada umumnya pembangunan
bidang adat/budaya, sosio-ekonomi, dan keamanan dikembangkan ber-
dasarkan falsafah buttomn-up, sementara yang dikembangkan di atas falsafah
top-down terbatas pada pembinaan ideologi sebagai salah satu aspek sosio-
buday.a; dan, pembangunan bidang politik/ pemerintahan.

Kecuali di bidang politik, hampir dalam setiap aspek pembangunan
(material dan imaterial) partisipasi masyarakat Parangan cukup tinggi.

baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap proses dan
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hasil-hasil pembangunan, maupun dalam hal pendaraannya. Sehubungan
dengan hal itu, temuan peneliian mengungkapkan: rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan ideologi dan politik, ternyata ada kaitan-
nya dengan trauma terhadap kejadian masa lalu. Hal ini dapat dijelaskan
dengan meminjam konsepsi yang dikembangkan Loekman Soetrisno. Me-
nurutnya, secara teoritik kondisi raumatik dapat dipahaod sebagal kekha-
watiran berlebihan yang terbemhxk dari pegalaman pahit dan membekas
yang tidak bisa dilupakan seseorang yang pernah mengalami ‘luka berat,’
peristiwa mengerikan atau mengecewakan (Soetrisno, 1995: 238).

Berkenaan dengan koneepsi di atas, data penelitian menunjukkan,
kondisi traumatik yang dialami masyarakat Pariangan, terutama berkaitan
dengan berbagai peristiwa politik mengerikan yang terjadi pada masa Orde
Lama dan awal Orde Baru. Sebagai contoh dapat dikemukakan: intimidasi
dan pembantaian yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)
terhadap lawan-lawan politiknya dengan titikk puncaknya peristiwa di
sekitar pemberontakan G30S/ PKi 1965; dan, pembantaian terhadap ang-
gota PKI dan simpalisannya oleh orang-orang anti PKI setelah peristiwa
G30/SPK11965. Tidak hanya sampai di situ, melainkan orang-orang yang,
tercatat pernah menerima bantuan cangkul, parang atau pernah mewakili
nagari dalam kegiatan gotongroyong yang dikelola organisasi-organisasi
yang berafiliasi pada PKI, juga banyak yang dibutuh. Setidak-tidaknya

mereka dikategorikan sebagai anggota PKI golongan C, dan dipenjarakan
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tanpa proses peradilan. Bukan hanya itu, mefainkan anak cucu mereka juga
diklaim sebagai anasir PKI, dan hak-hak politiknya dibatasi oleh penguasa.
Belajar dari beberapa pengalaman pahit masa lalu itu, akhirnya banyak
warga Parjangan yang ngeri terhadap sesuatu yang ‘berbau’ (bernuansa)
politik, apalagi berupa politik praktis. Oleh karena itu, partisipasi masya-
rakat Pariangan dalam bidang ini relatil rendah pada masa Orde Baru.
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, di luar bidang politik,
partisipasi masyarakat nagari Pariangan dalam pembangunan cukup tinggi
pada awal Orde Baru. Suasana semacam itu masth berlangsung hingga
akbir Pelita I. Namun sejalan dengan menguatnya pengaruh bureaucratic
pality pada talaran pemerintahan nasional, maka secara bertahap partisipasi
masyarakat dalam pembangunan mengalami pesturunan dari suatu periode
ke periode berikutnya. Fenomena demikian merupakan konsekuensi logis
darl komitmen pemerintah dalam menjalankan model bureaucratic polity
yang saran dengan nuansa pairon-clent. Menurut Lance Castles, ada tiga ciri
pokok birokrasi politi tersebut, yaitu: (1) birokrasi pemerintahan merupa-
kan salu-satunya lembaga politik yang dominan; (2) lembaga lainnya dan
kelompok kepentingan (interest group) reliilti.f lemah, serta tidak mampu
mengontrol birokrasi; dan (3) massa di luar birokrasi, baik secara politik
maupun ekonomi cenderung bersifat pasif (Abar, 1990: 23). Ketiga hal ind
merupakan penyebab utama dari rendahnya partisipasi masyarakat pada

hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk di bidang pembangunan.
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Langkah-langkah kongkrit yang diambil aparatur birokrasi peme-
rintahan Orde Baru dalam pembentukan hegemoni negara di bawah panji-
panji bureaucratic polity, telah berhasil melemahkan sendi-sendi masyarakat
warga yang sudah berkembang sejak lama i Parfangan. Kebijakan ini ber-
implikasi pada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, bergerak
dari partisipasi ke arah mobilisasi. Mekanisme pembentukan hegemoni
negara yang dijalankan apal;at birokrasi pemerintahan ketika itu relevan
dengan salah satu pokok pikiran Antondo Gramscl. Menurut Gramsd, elit
penguasa menanamkan hegemoninya di tengah-tengah masyarakat bukan
semata-mata melalui penguasaan produksi, MaMn yang lebih utama
adalah penguasaan ideclogi. Menurutnya, melalui hegemoni idealogi
kepatuhan bisa dipaksakan; dan, perlawanan bisa dilenyapkan (Hikam,
1996: 156). Dalam hubungan ini, strategi yang ditempuh regim Orde Baru
adalah menanamkan visi pemerintah tentang ideologi negara (Pancasila)
dan ideologi pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kaitan dengan fenomena tersebut, data penelitian menunjuk-
kan: pertama-tama jajaran pemerintahan melakukan penyebarluasan

~ideologi Pancasfla dengan dalih untuk membendung dampak negatif dari
ideologi lain, terutanme bahaya laten komunis. Selanjutnya ditanamkan pula
ideologi pembangunan, di mana pemerintah mengindokrinasikan: jika
pembangunan gagal dilaksanakan dengan baik, maka hal itu akan menjadi
lahan subur bagi bangkitnya kembali komunisme. Oleh karena itu masya-
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rakat harus mendukung semua program pembangunan yang dirancang
pemerintah. Guna mempercepat penanaman kedua idelogi tersebut dalam
segenap lapisan masyarakal, aparat pemerintahan memanfaatkan setiap
peluang ada. Pada gilirannja, kebijakan ini ternyata bermuara pada proses
alienasi masyarakat di bawah dominasi pemerintah, sehingga berbalik
pada munculnya apatisme warga terhadap berbagai kebijakan pemerintah,
termasuk di bidang pembangunan. Implikasinya, semakin lama partisipesi
masyarakat dalam pembangunan menjadi kian rendah.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pexﬁerintahan Di Daerah, pemerintah Orde Baru kiat
mengintensifkan politik hegemoninya. Dalam kaitan itu, data penelitian
menunjukkan: setidak-tidaknya terdapat dua kebijakan pokok pemerintah
yang berdampak langsung pada pembentukan hegemoni negara dan
melemahnya partisipasi masyarakat dalam pembengunan. Pertama, aparat
pemerintahan dan berbagal unsur masyarakat nageri sering diundang
menghadiri ceramah (umum dann keagamaan) yang dirancang/ dikelola
oleh aparatur birokrasi pemerintahan, baik yang diadakan di kenegarian,
kecamatan, maupun kapupaten. Melalui forum itu petatar disuguhi dengan
berbagai informasi tentang: keampuhan ideologi Pancasila dan kepemim-
pinan nasional (baca: Soeharto) untuk menyelamatkan masyarakat/ bangsa
Indonesia darl ancaman Kumunis; dan, menjelaskan bahwa berbagai kebi-
jakan yeng dijalankan pemerintah Orde Baru adalah bertujuan untuk
Emizal Amri
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meningkatkan kualitas hidup “orang kecil.” Oleh sebab itu, senwa unsur
masyarakat harus mendukung setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Kedua, antuk mempercepat proses pembangunan dan mermudahkan
mengontrol aparatur birokrasi terkait di Hngkat daerah, pemerintah pusat
mengeluarkan Undang-undang No. 4/ 1974, Sebagai tindak lanjut dari
undang-undang ini, Pemda Swmatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 155/GSB/ 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam Propinsi Daerah Tingkat
[ Sumatera Barat. Walaupun menurut SK ini eksistensi nagart tetap diper-
tahankan sebagai struktur pemerintahan lerendah dalam sistemn birokrasi
Orde Baru, namun semangat yang terkandung di dalammya menunjukkan
beberapa perubahan mendasar. Dikatakan demikian, karema di dalam SK
itu alat kelengkapan pemerintahan nagari hanya terdiri dari Wali Nagari dan
Kerapatan Nagari, sedangkan DPRN hilang dalam struktur baru tersebut. Di
sini pemisahan aniara lembaga eksekutif dan legislatif tidak dikenal lagi,
buktinya Wali Nagari otomatis ditetapkan sebagai ketua Kerapatan Nagari.
Alkibatnya, Wali Nagari seolah-olah menjadi penguasa tunggal di kenegarian.

Dihadapkan pada kenyataan di atas, sebagian besar tokoh masyarakat
Pariangan menyadari bahwa kedua kebijakan itu bertentangan dengan
budaya politik Minangkabau. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak
sebab setiap kebijjakan yang ditempuh penguasa selalu dilengkapi dengan

perangkat perundang-undangan sebagai jandasan pelaksanaannya. Satu-
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satunya tindakan yang ditempuh oleh tokoh-tokoh masyarakat dan warga
setempat adalah melakukan perlawanan halus yang ditandal dengan makin
meluasnya sikap apatis wérga terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Salah satu implementasinya adalah penolakan masyarakat untuk berpart-
sipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dirancang dari atas.
Lalu untuk mengatasi persoalan itu, aparat pemerintahan terpaksa melan-
carkan mobilisasi massa guna pengerjaan proyek-proyek pembangunan.

Selain itu, data penelitian juga mengungkapkan: dalam waktu yang
relatif pendek, aparatur birokrasi pemerintahan berhasil memperiemah
eksistensi masyarakat warga di Pariangan khususnya, dan Minangkabau
umumnya. Walaupun pemerintah belum berhasil menghapus dan meng-
gantikan peran elit tradisional/ lokal secara utuh, namun di bawah sistem
pemerintahan yang baru itu kelompok elit yang semula berakar kuat dalam
masyarakat, secara bertahap mulai “terpinggirkan.” Bagaimanapun, di luar
mekanisme hubungan formal, elit tradisional itu tetap menjadi panutan
bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan jaringan hubungan yang berakar
pada kultur selempat, kelompok eljt inj tetap menjadi pilar dan tumpuan
harapan masyarakat untuk melawan ketidakadilan dan penyimpangan
yang dilakukan oleh aparatur birokrasi pemerintahan.

Mengingat kenyataan seperti yang disinggung terakhir ini, maka
pemerintahan terpaksa mengendorkan tekanannya terhadap kelompok elit

tersebut sambil memanfaatkan peluang yang ada dan mencari strategi yang
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tepat guna membangun hegemoni negara dalam masyarakat seternpat
Peluang itu terbuka dengan lebar, terutama setelah pemberlakuan Undang-

Undang Pemerintahan Desa di seluruh tanah air, termasuk di Pariangan.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan pada Fra
Pemerintahan Desa: dari Partisipasi Rendah Ke Mobilisasi

Memasuki dekade keduva kekuasaannya, pemerintah Orde Baru ber-
hasil merancang dan mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak itu pemerintahan
desa ditempatkan sebagai institusi terbawah dalam sistem birokrasi Orde
Baru dengan struktur organisasi yang seragam di seluruh Indonesia. Di
bawah pelaksanaan undang-undang ini, proses hegemoni negara, dominasi
pemerintah, dan sentralisasi pembangunan mengalami perkembangan pe-
sal. Proses hegemoni yang berlangsung ketika itu mirip dengan alur pikir
yang pernah dikemukakan Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, kelompok
yang memerintah biasanya memaksakan visi hegemoni mereka kepada
kelompok yang dikuasai dengan memanfaatkan institusi-institusi super-
struktur, seperti: birokrasi, mt;.dia massa, dan sekolah (Bellamy, 1990: 185),

Berkenaan dengan pemikiran Gramsdi itu, data penelitian menunjuk-
kan, pada era pemerintahan desa aparatur birokrasi menanamkan ideologi
mereka kepada masyarakat Pariangan bukan hanya melahsd institusi-

institusi superstruktur belaka, melainkan juga melalui lembaga-lembaga
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basis/ infrastruktur. Selain memanfaatkan institusi birokrasi, keagamaan,
media massa dan sekolah sebagai wadah uiama, pemerintah juga mencipta-
kan berbagai macam lembaga pada tingkat infrastruktur sebagai wadah
penyebarluasan ideologl penguasa, seperti Koperasi Unit Desa (KUD),
Kelompok Tani, Kerapatan Adat Nagari (KAN), PKK, dan organisasi-
organisasi kepemudaan (Karang Taruna, AMP], dan sebagainya).

Dengan melancarkan kebijakan hegemoni sepert diuraikan di atas,
negara/ pemerintah muncul sebagai kekuatan dominan, sementara masya-
rakat berada pada posisi yang lemah (tersobordinasi). Hal ini sebenamya
relevan dengan laten funciion dari penerapan Undang-undang No. 5/ 1979.
Menurut Soetandyo Wignjosoebro;o, pemberlakuan Undang-undang Peme-
rintahan Desa pada prinsipnya dilandasi oleh kekhawatiran pemerintahan
terhadap pemberdayaan masyarakat warga yang dinilai dapat menganggu
stabilitas keamanan dan pelaksanaan pembangunan. Secara implisit kekha-
watiran tersebut tercermin dalam doktrin pembangunan pemerintah yang
bersifat pragmatis dan bercorak top down blue print (Pranidhana, 1996: 200).
Bahkan kebfjakan ini kemudian juga diidukung dengan penerapan
pendekatan keamanan (security approach).

Sehubungan dengan hal tersebut, temuan lapangan mengungkapkan
dengan menguatnya hegemoni negara, maka potensi masyarakat Pariangan
kian terabaikan. Sejalalan dengan itu, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan yang telah mulai menurut pada akhir pemerintahan nagar,
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menjadi semakin rendah dalam era pemerintahan desa. Di samping hal itu
dilatarbelakangl oleh pengllépusan lembaga perwakilan masyarakat yang
bersifat independen (PRN), juga disebabkan oleh munculnya reaksi dan
perlawanan terselubung pada pemerintah yang diwwjudkan dalam bentuk
ketidakpedulian dan sikap apatis warga terbadap kebijakan pemerintah,
Munculnya fenomena demikian, pada prinsipnya tidak terlepas dari
kebijakan politik yang dilancarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan
Undang-undang No. 5/1979. Setidak-lidaknya terdapat empat strategi
yang ditempuh pemerintah guna memperkokoh heg_emoni dan dominasi
birokrasi di tengah-tengah masyarakat. Pertama, aparatur birokrasi peme-
rintahan mulaj dari pusat sai.npai ke tingkat kecamatan berupaya menun-
jukkan berbagai keunggulan dari sistem birokrasi pemerintahan desa dari-
pada pemerintahan nagari yang berlaku selama ini. Kedua, menginstruksi-
kan agar nagari dipecah menjadi beberapa unit pemerintahan desa, dan
tap-tiap desa akan diperintahi oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh
seorang Sekretaris Desa, dan beberapa Kepala Urusan (Kaur). Ketiga,
masing-masing unit pemérintahan desa yang berhasil dibentuk akan
mendapat dana rutin per tahun (kemudian dikenal dengan dana Bandes)
dari pemerintah pusal, suatu hal yang tidak pernah dinikmati di bawah
sistem pemerintahan magar. Dana itu bertyjuan untuk memacu pertum-
buhan pembangunan di pedesaan. Lalu untuk menghindari ketimpangan

pembangunan anlar desa, peruerintah pusat melalui Badan Perencanaan
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Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang program pembangunan
secara nasional yang akan dijelankan di seluruh pelosok tanah air. Xeeripat,
sejalan dengan terbentuknya unit-unit pemerintahan desa akan dibentuk
pula alat kelengkapan pemerintahan baru yang relevan dan cocok dengan
jiwa undang-undang Pemerintahan Desa tersebut

Dalam kaitan dengan kebijakan di atas, data penelitian mengukapkan:
pemecahan kenegarian Pariangan ke dalam émpat unit pemerintahan desa,
lernyata mengakibatkan sendi-sendi masyarakat warga setempal semakin
melemah. Apalagi kebjjakan ini diikuti dengan penghapusan lembaga
Kerapan Nagari yang, relalif independen dan merupakan wadah partisipasi
masyarakat di bidang pemerintahan dan pembangunan. Meskipun lembaga
ini kemudian diganti dengan Kerapaian Adat Nagari (KAN) berdasarkan
Perda No. 13/1983, namun lembaga ini tidak memiliki akses langsung pada
pemerintahan desa. Dengan begitu, secara formal peran kelompok elit
tradisional semakin ‘terpinggirkan’ dalam bidang pemerintahan, sementara
‘peran dan dominasi pemerintahan kian menonjol di tengah-tengah masya-
rakat. Sejak itu, peran aparat pemerintahan desa tidak lagi terbatas sebagai
pelaksana/ pengatur administrasi pemerintahan, melainkan juga sebagai
ujung tombak dalam melaksanakan program pembangunan yang diran-
cang dari atas. Sejalan dengan itu, peluang masyarakat untuk berpartisi-
pasi dalam berbagai aspek dﬁn tahap pembangunan desa mekin tertutup.
Walaupun pemerintah membentuk berbagai kelengkapan pemerintahan
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baru sebagai wadah perwakilan masyarakat desa, namun kewenangan dan
ruang gerak masing-masing lembaga itu dikendalikan secara ketat oleh
aparat birokrasi pemerintahan yang lebih tinggi Akibatnya lembaga-
lembaga baru itu lebibh banyak berperan sebagal perpanjangan tangan
penguasa daripada memperjuangkan aspirasi dan keragaman kepentingan
dalam mésyarakat desa. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kuatnya
pengaruh birokrasi neo-patrimonial dalam era Orde Baru.

Guna mempertahankan, serta memperkokoh hegemoni dan dominasi
pemerintzh di tengah-tengah masyarakat setelah penerapan pemerintahan
desa, regim Orde Baru kian mengintensifkan penanaman ideclogi negara
(Pancasflan) dan ideologl pembangunan kepada segenap lapisan masya-
rakat. Hegermoni ideologi Pancasila, terutama dibangun melalui penataran
Pedoman Penghayatan da-n Pengamalan Pancasila (P4). Dalam konteks ini,
temuan penelitian menunjukkan: setiap tahun desa-desa di Pariangan
diharuskan mengirimkan utusan dari berbagai unsur masyarakat (elit yang
~memerintal, elit yang tidak memerintah, pemuda dan PKK) untuk meng-
ikuti penataran 4 yang dikelola pemerintah. Selain mengindoktrinasikan
tafsiran tunggal Pancasila sebagai ideologi negara menurut visi pemerin-
taly, melalui penataran itu para penatar (sebagai 'perpanjangan tangan
penguasa’) juga mengingatkan bahaya dari penafsiran alternatif terhadap
Pancasila. Orang-orang yang bersikap kritis lerhadap pemerintah dan

penafsiran tunggal Pancasila itu, umumnya dicap sebagai ekstrim kiri atau
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kanan, bahkan tidak sedikit di antaranya yang dituduh: penentang ideologi
negara dan pemerintahan yang sah. Mengingat orang-orang seperti itu
dianggap membahayakan pemah;an dan kesatuan, maka penguasa mem-
beri wewenang pada pihak berwajib untuk ‘mengamankan’ (baca: menang-
kap), serta menuntutnya dengan hukuman yang berat. Akibatnya tdak
sedikit dari warga masyarakat kehilangan nyali dalam berhadapan dengan
pemerintaly, dan terpaksa diam serta tunduk di bawah kooptasi penguasa.
Selain melalui kebijakan tersebut, untuk memperkukuh hegemoni
negara, pemerintahan Orde Baru juga menanamkan ideologi pembangunan.
Kebijakan ini relevan dengan salah satu pokok pikiran Escobar, di mana
menurutnya di kebanyakan ’dﬁnja ketiga,” hegemoni negara biasanya di-
bangun regim penguasa melalui penanaman konsep ideologi pembangunan
(Budiman, 1996: 57). Berkenaan dengan itu, data penelitian mengungkap-
kan: aparatur birokrasi melalui agen-agennya menanamkan visi pemba-
ngunan pemerintah pada masyarakat dengan dalih untuk mempercepat
pertumbuhan pernbangunan di seluruh tanah air. Untuk itu pemerintah
mengambil alik kegiatan perencanaan pembangunan dari masyarakat dan
menyerahkannya kepada Bappenas. Setelah beberapa tahun, akhirnya pe-
merintahan dan masyarakat desa sangat teréantung ke atas dalam hampir
semua tahap dan aspek pembangunan pedesaan. Ketergantungan itu bukan
hanya menyangkut pendanaan, melainkan juga dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Hampir semua aspek dan
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bidang pembangunan yang dilaksanakan di desa ditentukan dan sudah
dirancang sedemikian rupa dari atas. Lalu masyarakat desa tinggal merea-
lisasikan pembangunan itu sesuai dengan yang digariskan pemerintah,
baik yang dirancang oleh Bappenas dan d.épa:rhemen—d.epartemen terkait.
Demikian pula halnya dengan bantuan dana pembangunan dari pemerin-
tah yang mengalir ke desa, baik melalui proyek Bantuan Desa (Bandes)
maupun dana bantuan dari departemen/ instansi testentu, ternyata telah
mempertinggi lingkal ketergantungan masyatakat terhadap pemerintah.
Tegasnya, hegemoni melalui konsep ideologl pembangunan seperti itu,
telah mengakibatkan keotonomian dan kemardirian warga masyarakat
mengalami kemerosotan yang luar biasa.

Fenomena dan arah kebijakan pembangunan dalam era pemerintahan
desa di alas merupakan konsekuensi dari konsepsi pemerintah terhadap
pembangunan itu sendiri. Menurut Loekman Soetrisno, pembangunan bagi
pemerintah Orde Baru bukan hanya dianggap suatu keniscayaan (mau
tidak mau harus dilaksanakan), tetapi juga diperlakukan sebagai sebuah
ideologi. Keniscayaan, menurutnya berkonsidensi dengan dominasi negara
yang begitu besar, kuat, dan'delerminan dalam penyelenggaraan pemba-
ngunan itu sendirl. Sementara sebagai sebuah ideologi, pembangunan
diperlakukan sebagai suatu yang sudi dan menuntut kesetiaan dari segenap
warganegara. Dalam konteks demikian pembangunan itu tabu untuk

dikritik dan dievaluasl oleh masyarakat, tetapi ia harus diterima apa
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adanya (Soetrisno, 1988: 12-13). Hegemoni yang dilancarkan pemerintah
melalut konseT_; ideologi pembangunan itu, ternyata berimplikasi pada
menonjolnya dominasi pemerintah dalam hal: pemilihan strategi/ falsafah
pembangunan; perencanaan (orientasi/ fokus) pembangunan; pendanaan;
pelaksanaan; serta evalua;si terhadap proses dan hasil-hasilnya. Akibatnya,
partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semakin rendah.
Menurut Abdul Azis Saleh, partisipasi masyarakat dalam pemba-
~ ngunan berwujud sebagai ketkutsertaan seseorang atau sekelompok orang
secara sukarela, baik dalam penentuan kebijakan, penyusunan program,
pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun pemelitharaan terhadap
hasil-hasil pembangunan itu sendiri (Saleh, 1989: 9). Bekenaan dengan
pokok pikiran ini, data penelitian memperliahatkan beberapa fenomena
menarik sebagai berikut. Pertama, strategi/falsafah pembangunan yang di-
terapkan dalam era pemerintahan desa lebih bercorak top-down, sedangkan
yang dikembangkan menurut falsafah bottam-up amat terbatas sifatnya.
Meskipun secara sepintas kelihatan program pembangunan pedesaan tetap
dirancang dari bawah, tetapi bila ditelusuri dengan cermat sebenarnya
program itu ditentukan dari atas. Secara formal, setiap tahun pemerintah
memang meminta agar aparat pemerintahan desa bersama anggota LMD
mengajukan rencana/ program pembangunan, tetapi dalam kenyataannya
pihak-pihak terkait di desa tidak leluasa untuk mengakomodasi aspirasi

masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini terjadi karena,
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segrala sesuatu yang akan dibangun di desa harus mengacu pada kebijakan
makro yang sudah diplot sedemikian rupa oleh aparat pemerintahan yang
lebih tinggi. Usulan proyek pembangunan desa yang berada di luar yang
digariskan dari atas cenderung ditolak, meskipun hal itu diangkat dari
kebutuhan riil masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak jarang proyek
pembangunan yang disetujui (‘diturunkan ke desa”), berbeda dengan apa
yang diusulkan oleh pemerintahan desa dan LMD terkait.

Kedua, orientasi dan fokus pembangunan harus didasarkan pada
perspektif ideologi yang dianut pemerintah di tingkat makro, yaknd dititik-
beratkan pada bidang ekonomi (pembangunan material) dan keamanan.
Sementara itu aspek pembangunan imaterial, terutma bidang sosio-budaya
dan politik yang bersifat konstruktif terabaikan sama sekali. Aspek dan
bidang pembangunan yang disebut terakhir ini kurang mendapat perhatian
pemerintah, kecuali hanya sebatas yang menguntungkan penguasa, misal-
nya pembinaan budaya monolitik dalam rangka mendukung stetus quo. Di
pihak lain pembinaan budaya alternatif yang selama ini banyak dipelopori
oleh niniakmarnak, alim ulama, dan cadiak pandai sudah tidak berjalan secara
intensif, apalagi sejak aparat birokrasi pemerintahan berhasil ‘meminggir-
kan’ dan membatasi ruang gerak kelompok elit tradisional tersebut.

Ketiga, sumber pendanaan pembangunanpada era pemerintahan desa,
ternyata sangatl tergantung pada bantuan pemerintah, baik melalui proyek
Bantuan Desa (Bandes) maupun bantuan dari instansi terkait. Di pihak
Emizal Amri
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lain, dana yang berasal dari masyarakat sangat terbatas sifatnya, kecuali
hanya untuk proyek-proyek pembangunan yang betul-betul tumbuh dan
dirancang dari bawah sesual dengan kebutuhan setempat, seperti pemba-
ngunan rumah-rumah ibadah dan madrasah, pembinaan adat/ budaya, dan
kehidupan keagamaan, serta pembangunan ekonomi keluarga.

Keempai, pelaksana pembangunan. Relevan dengan ideologi yang
dianut aparat pemerintahan Orde Baru yang melihat pembangunan sebagai
suatu keniscayaan, maka mau lidak mau anggota masyarakat desa harus
melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dari atas. Mengingat pait:lsipasi masyarakat dalam pembangunan yang
dirancang oleh pemerintah relatif rendah, maka aparatur birokrasi peme-
rintahan desa dan LKMD harus bertindak sebagai pelaksana pembangunan

Jitu sendiri. Dalam kapasitasnya yang demikian, Kades dengan dibantu
pihak berwajlb (Babinsa/Kepolislan) tidak jarang harus mengerahkan
(memobilisasi) massa dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang
telah mendapat persetujuan pemerintah. Tanpa upaya semacam itu, relatif
terbatas warga desa yang bersedia melibatkan diri secara sukarela dalam
mengerjakan proyek-proyek pembangunan, apalagi yang bukan dirancang
berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

Kelima, evaluasi terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Meng-
ingat pembangunan bagi regim Orde Baru dipahami sebagai ideologi.

maka penilaian terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan di pedesaan,
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sepenuhnya berada di tangan aparat pemerintahan kompeten. Sementara
warga masyarakat tidak berhak menilai/ mengevalusi, apalagi mengeritik
proses dan hasil-hasilnya. Dalam hul ini masyarakat harus menerima
" pembangunan itu apa adanya, dan tabu untuk mengeritik program serta
hasil-hasilnya. Bila ada warga yang berani mengevalusi atau mengeritik
secara terbuka pembangunan yang dirancang dari atas, maka yang ber-
sangkutan akan dikenakan tuduhan anti pembangunan ataupun ant
pemerintah, sehingga mereka bisa diancam dengan sanksi hukum fertentu.
Pembangunan yang diaﬁggap sebagai suatu ideclogi dan keniscayaan
seperti dikemukakan di atas, telah menutup peluang bagi masyarakat desa
mengekspresikan keinginan mereka dalam bidang ini. Akibatnya, dalam
era pemerintahan desa, masyarakat cenderung diperlakukan sebagai obyeck,
bukan sebagai subyek pembangunan. Tambahan lagi tidak sedikit dari
aparat birokyasi yang menilai masyarakat desa itu terbelakang dan tidak
memiliki potensi untuk membangun. Oleh kerena itu pemerintah merman-
dang perlu membantu atau membimbing (baca: menggiring) masyarakat
untuk mencapai kemajuan (pertumbuhan) pembangunan sesuai dengan
yang direncanakan. Caranya adalah dengan menerapkan strategi pemba-
ngunan yang bercorak fop-down, di mana masyarakat desa tinggal melak-
sanakannya di bawah koordinasi dan kontrol aparat pemerintahan terkait.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era

pemerintahan desa mernpakan konsekuensi logis dari sentralisasi pemba-
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ngunan dan kebijakan birokrasi pemerintah pada tingkat makro. Para
pemerhati (independen) tentang masalah pembangunan di Indonesia cen-
derung sependapat, bahwa inisiatif dan kegiatan pembangunan pada masa
pemerintahan Orde Baru terpusat di langan pemerintah. Dalam hubungan
ini, pembangunan dirancang oleh suatu badan khusus (Bappenas), untuk
kemudian dilaksanakan oleh birbkrasi dengan jalan pengerahan massa.
Implikasinya: birokrasi pemerintahan berubah fungsi dari pelayan masya-
rakat menjadi pelaksana pembangunan. Dalam kaitan ini temuan penelitian
juga menunjukkan: keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih
' dibatasi pada pelaksana apa yang telah direncanakan/ ditetapkan dari atas.
Sentralisasi kebijakan pembangunan tersebut sebenarnya bertentang-

an dengan falsafah botton-up yang mengandalkan musyawarah dalam
penyusunan program pembangunan di Minangkabau wmumnya, dan
Pariangan khususnya. Menurut Abdul Aziz Saleh mekanisme musyawarah
(sebagai wadah partisipasi masyarakat) dalam merumuskan berbagai per-
soalan strategis di desa (termasuk perencanaan dan penyusunan program
pembangunan) tidak berjalan dalam era pemerintahan desa. D bawah
sistem baru ini, pemerintah cenderung bertindak sebagai pihak yang paling
tahu tenlang kebutuhan masyarakat, sehingga pengambilan berbagai kepu-
tusan strtegis untuk kepentingan desa pun terpusat di tangan pemerintah.
Konsekuensinya, apa yang akan diperbuat masyarakat desa lebih banyak

didasarkan pada instruksi dan petunjuk dari atas (Saleh, 1996: 14-17).
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Walaupun terdapat kecenderungan seperti yang dikemukakan Saleh
di atas, namun data penelitian menunjukkan: di desa-desa Pariangan masih
difemukan program pembangunan tertentu yang murnt tumbuh dari
bawah. Hanya saja intensitas dan jenisnya memang amat terbatas, contoh:
pembangunan/pemeliharaan tempat-tempat ibadah dan perbaikan saluran
irigasi dalam aspek pembangunan fisik; dan pengembangan program wirid
pengajian/ ceramah agama, serta pembinaan adat/ budaya dalam aspek
non-fisik. Bagaimanapun, harus diakui bahwa secara wmum perencanaan
pembangunan di bawah sistem pemerintahan desa memang lebih banyak
bertumpu pada strategi top-down daripada bottaﬁ-up.

Paradoks dengan fasafah pembangunan yang dijalankan regim Orde
Baru dengan segala implikasinya yang sudah disinggung di atas, menarut
Loekman Soetrisno sejak tahun 1981 secara tegas pemerintah mencanang-
kan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Soetrisno,
1995: 225), Dalam kaitaﬁ ini, temuan lapangan mengisyaratkan bahwa
pemahaman regim Orde Baru tentang partisipasi, ternyata berbeda dengan
konsepsi yang diterima secara luas seperti yang kemukakan sebelumnya.
Bagi pemerintah Orde Baru, segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan cenderung dipahami sebagai partisipasi, tidak penting
apakah keterlibatan itu dilandasi oleh kesukarelaan ataupun keterpaksaan,
Oleh karena itu hal tersebut hanya bisa dimengerti dengan menggunakan

konsep Huntington, di mana dia membedakan partisipasi kepada: partsi-
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pasi otonom, dan partisipasi yang dimobilisasikan. Dalam kaitan ini data
penelitian menunjukkan, bahwe keterlibatan warga masyarakat Pariangan
dalam pembangunan pada masa pemerintahan desa lebih mencerminkan
partisipasi yang dimobilisasikan daripada partisipasi otonom. Fenomena
demikian sangat kentara, apalagi dalam kaitan dengan program pemba-
ngunan yang dirancang dari atas, di mana dalam hal ini masyarakat lebih
terbatas hanya sebagai _pel;lksana apa yang digariskan pemerintah.

Temuan lapangan tentang menonjolnya mobilisasi daripada partisasi
dalam pembangunan pada era pemerintahan desa di Pariangan, ternyata
erat kaitanmya dengan strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah
ketika itu. Baik disadari atau tidak, pembangunan yang dikembangkan di
atas falsafah fop-down, pada prinsipnya mengingkari keragaman pemikiran,
kebutuhan, dan potensi masyarakat lokal. Di samping hal itu mengakibat-
kan banyak di antara program pembangunan yang, diintrodusir pemerintah
tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, juga dapat memupuk
keengganan warga untuk melibatkan diri secara sukarela di dalamnya.
Temuan ini bisa dijelaskan dengaﬁ meminjam salah satu pokok pikiran
Everett M. Rogers. Menurutnya, jika suatu proyek pembangunan tidak
relevan dengan kebutuhan warga, maka tidak akan tumbuh rasa memiliki
di kalangan masyarakat. Dalam kasus seperti ini, bjasanya masyarakat
bersangkutan cenderung memperlihatkan sikap apatis, dan enggan ber-

partisipasi dalam pembangunan dimaksud (Rogers, 1983: 319).
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Pokok pikiran Rogers di atas relevan dengan mainstrean pemahaman
regim Soeharto tentang pembangunan. Menurut Lukman Soetrisno, pemba-
ngunan bagi pemerintah Orde Baru bukan hanya dianggap sebagai suatu
keni.écayaan, tetapi juga diperlakukan sebagai sebuah ideologi. Keniscaya-
an itu pada hakikatnya berkonsidensi dengan dominasi negara yang begitu
besar, kuat, dan determinan dalam penyelenggaraan pembangunan. Laiu
sebagai ideologi, pembangunan diperlakukan sebagai suatu yang suci dan
menuntut kesetiaan, ketaatan, serta kerelaan segenap warganegara. Oleh
karenanya pembangunan itu harus diterima apa adanya, tabu dikeritik dan
dievaluasi oleh masyarakat (Soetrisno, 1988: 12-13).

Bertolak dari pandangan Loekman Soetrisno di atas, penerapan pen-
dekatan kemanan (security approach) pada prinsipnya merupakan imple-
mentasi dari konsep keniscayaan dalam konleks ideologi pembangunan
yang dianut pemerintah. Pendekatan ini dimaksudkan pemerintah untuk
menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan. Sehubungan dengan hal
ini data peneliian menunjukkan: untuk menghindari kesewmang-
wenangan aparat birokrasi pemerintahan yang berkalaborasi dengan aparat
kemanan, maka sebagaian warga masyarakat Pariangan cerderung memilih
sikap skeptis, bahkan apatis terhadap pembangunan. Taktik ini umumnya
dipilih warga demi ‘mencari selamat’ (survive), bukan karena terlena pada
ideologi penguasa. Bagaimanapun hal itu letap mengakibatkan rendahnya

partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan.
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Sehubungan dengan fenomena di atas, menarik menyimak salah satu
pemikiran Gramsci. Menurutnya, masyarakat yang diperintzh cenderung
terlena di hegemoni pemerintah sebagai kelas penguasa, dalam arti masya-
rakat kelas bawahk cenderung terperangkap dalam pandangan dunia
kelompok dominan (Hikam, 1996: 160). Berkenaan dengan hal ini, temuan
lapangan menunjukkan: hegemoni yang dilancarkan aparatur birokrasi pe-
merintah memang berhasil menggoyahkan sendi-sendl masyarakat warga
yang sudal terpelihara di Pariangan. Namun masyarakat setempat tidak
terlena di bawah hegemoni ideologi penguasa, buktinya masih banyak elit
(lama maupun baru) setempat yang menyadari kelemahan-kelemahan visi
ideologi pemerintah, seperti sentralisasi dalam hampir semua aspek
kehidupan masyarakt. Oleh sebab itu, sejauh memungkinkan masyarakat
setempat tetap mempertahankan dan mengemb&ngkan visi ideologi mereka
sendiri, baik di bidang sosio-budaya, ekonomi, dan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan dan polensi masyarakat setempat. Temuan ini relevan
dengan konsepsi Kerkvliet, di mana menurutnya: masyarakat kelas yang
dikuasai tidak selalu tunduk pada ideologi dominan, karena mereka mem-
punyai gagasan dan keyakinan-keyakinan alternatif yang bisa menumbuh-
kan tantangan yang signifikan bagi kelompok dominan (Hikam, 1996: 162).

Walaupun masyarakat dilokasi penelitian ini tidak sepenuhnya ter-
lena di bawah hegemoni penguasa, dan bahkan dalam batas-batas tertentu

masih memelihara budaya alternatif, namun mereka tidak memiliki kekuat-

Tesis Birokrasi Dalam Masyarakat ... Emizal Amri



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

231

an yang, memadai untuk mengembangkan gerakan kontra hegemoni secara
terbuka. Bagaimanapun perlawanan terbuka terhadap ideologi pemerintah,
baik menyangkut ideclogi negara maupun ideologi pembangunan, sama
artinya dengan tindakan ‘bunuh diri.” Dikatakan demikian, karena tidak
‘sedikit dari individu-individu yang kritis dan berani melawan kebijakan
penguasa, dicap pemerintah sebagai ekstrim kiri atau kanan, bahkan ada
pula yang dituduh sebagai simpatisan PKl. Selanjuinya orang-orang itu
terpaksa berhadapan dengan pihak berwajib, dan tantangannya adalah
hukumam penjara. Hal itu memungkinkan dilakukan pemerintah melalui
penerapan pendekatan keaﬁtanan (security approach) yang merupakan
produk dari kalaborasi elit sipil dan militer era Orde Baru.

Dihédﬂpkan pada kenyataan demdildan, dalam balas-batas tertentu
masyarakat Pariangan masih melakukan perlawanan tersehubung (perla-
wanan halus) terhadap kebijakan pemerintah tertentu, termasuk di bidang
pembangunan. Menurut Kutut Swondo, di bawah dominasi dan tekanan
pemerintah yang sangat kuat, munculnya kelompok gerakan perlawanan
halus (the gentle resistence group) merupakan implementasi dari masih ada-
nya dimensi cvil society di fengah—tengah masyarakat tersebut. Strategi
yang ditempuh grakan ini biasanya: berusaha semaksimal mungkin untuk
ambil bagian dalam merumuskan dan nwmperlgamﬁi kebijakan publik
guna mempesjuangkan kepentingan masyarakat; dan, mengambil sikap

apatis terhadap setlap kebijakan pemeriniahan yang tidak memihak pada
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kepentingan masyarakat banyak (Suwondo, 1998: 87-89). Dalam hubungan
ind, data peneliian mengungkapkan, dalam beberapa kasus di Pariangan
terjadi gerakan perlawanan halus terhadap kebijakan pemerintahan dan
pembangunan. Gerakan itu umurmnya dimotori oleh tokoh-tokoh lkritis
dalam kelompok elit tradisional maupun kelompok yang disebut Richard
Robinson dengan the pupulist lower middle classes (guru, petand pemilik
tanah, pegawai swasta, pegawai hégeri, dan lainnya) (Robinson, 1996: B8-
§9). Kelompok pertama biasanya mengembangkan gerakan perlawanan di
atas prinsip-prinsip idelogi yang berakar pada falsafah adat (nilai budaya)
tradisional: adat basandi syara,” syara’ basandi Kitabullah. Temuan ini relevan
dengan pendirian James C. Scott, di mana menurutnya masyarakat yang
dikuasai (diperintah) pada prinsipnya memiliki ideclogi tersendiri, yang
dalam banyak hal mungkin berbeda dengan ideologi penguasa sebagai
kelas ‘dominan (Hikam, 1996: 160 & 162). Sementara kelompok kedua, di
samping mengembangkan gerakan perlawanan berdasarkan ideologi di
atas, mereka juga mencoba memahami ideoclogi yang dikembangkan
penguasa secara kritis, sembari mengungkapkan berbagai kepalsuan dari
ideologi yang diintrodusir aparatur birokrasi pemerintahan itu.

Dalam kaitan dengan gerakan perlawanan halus di atas, data pene-
litian juga memperlihatkan: setidak-tidaknya ada tiga strategi pokok yang
ditempuh eksponen masyarakat Pariangan dalam menghadapi hegemoni

yang dilancarkan pemerintah ketika itu. Perfona, masyarakat berusaha
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menempatkan tokoh-tokoh kritis dalam lembaga kelengkapan pemerin-
tahan desa (eksekutif, legislatif/ LMD, dan LKMD) yang memiliki akses
untuk merancang atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dan
pembangunan di pedesaaan. Strategi ini seringkali menemukan hambatan,
terutama karena tokoh-tokoh yang dipilih dan diusulkan masyarakat untuk
menempati posisi tertentu pada masing-masing lembaga itu belum tentu
akan diangkal oleh pejabat berwewenang (Bupati). Hal itu bisa terjadi,
mengingat yang memiliki otoritas untuk memutuskan/ menetapkan
personalia yang akan duduk pada lembaga-lembaga kelengkapan pemerin-
tahan itu adalah Bupati atas rekomendasi dari_Camat terkait. Realitas ini
mencerminkan wujud yang lebih serius dari proses hegemoni negara di
bawah penerapan birokrasi politi yang bernuansa patron klien dalam era
Orde Baru. Dikatakan demikian, karena menurut Karl D. Jockson karak-
terlstik bureacratic polity yang diterapkan di Indonesia adalah pengendalian
kekuatan massa dengan mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan peme-
rintah melalui: penentuan penerinaan pegawai atau aparatur birokrasi;
dan pengendalian pejabat sekuritas publik (Pye & Pye, 1985: 116). Temuan
dan pokok pikiran di atas mengisyarakatkan, bahwa masyarakat desa tidak
leluasa untuk menempatkan tokoh-tokoh pilihan mereka pada institusi/
alat kelengkapan pemerintahan yang tersedia, sebab keputusan terakhir

tetap berada di tangan aparat birokrasi pemerintahan.
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Kedua, jika steategi pertama di atas tidak membuahkan hasil sesuai
dengan yang diharapkan, maka tokoh-tokoh masyarakat (elit tradisional
dan the populist lower middle classes) cenderung memperlihatkan prilaku
yang ambivalen dalam merespon kebijakan pemerintahan dan pembangun-
an. Dalam hubungan ini, biasa.nya mereka menampilkan sikap skeptis dan
apatis, tetapi tidak melakukan penolakan atau periawanan secara terbuka.
Namun dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang pemerintah dalam rangka
pelaksanaan kebijakan dimaksud, tokoh-tokoh itu semaksimal mungkin
mengupayakan agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasikan di
dalamnya. Bila prilaku demikdan terbaca oleh aparat pemerintahan, maka
i:»ejabat kompeten akan melakukan pengawasan secara ketat, sehingga apa

yang telah digariskan dari atas dapat direalisasikan.

Ketiga, bila strategi kedua itu tidak berhasil, maka elit tradisional dan
kelas menegah bawah tadi, beserta simpatisannya, cenderung melancarkan
‘perlawanan terselubung’ Dalam kaitan ini kelompok dimaksud biasanya
menolak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan atau program yang
dirancang pemerintak, termasuk di‘bidang pembangunan. Untuk menang-
gulang hal tersebut, seringkali aparat pemerintahan desa meminta bantuan
pihak berwajib (polisi/ babinsa) untuk memobilisasi massa guna menyuk-
seskan berbagai program yang sudah mendapat persetujuan dari atas.

' Pengerahan massa itu seringkali terjadi dalam kegiatan pembinaan sosial

dan pembangunan, misalnya: ceramah umum yang diadakan pemerintah
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atau lembaga-lembaga yang berafiliasi dengannya, penataran P4, gotong-
royong desa, ronda malam, dan sebagainya.

Walaupun dominasi birokrasi amat menorjol dalam era pemerintahan
desa, namun bukan berarti semua kebijakan pemerintahan dan pemba-
ngunan yang diintrodusir pem&intah diterima dan dilaksanakan oleh
masyarakat Pariangan. Artinya, dalam batas-balas tertentu masyarakat
setempat tetap memberikan perlawanan terhadap berbagai kebijakan
pemerintah yang dinilai tidak memihak pada kepentingan masyarakat.
Hanya saja demi untuk survrwe dari bahaya yang mengancam di bawah
pencrapan pendekatan keamanan (securify approach) oleh regim Orde Baru,
maka perlawanan yang ditempuh umumnya mengambil bentuk ‘per-
lawanan terselubung.’ Adapun perwujudannya antara lain adalah: ber-
upaya menempatkan tokoh-tokoh kritis di dalam lembaga kelengkapan
pemerintahan desa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, baik
dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan; jika memungkinkan,
mengatihkan bantuan dana pembangunan dari pemerintah ke proyek yang
relevan dengan kebutuhan riil masyarakat setempal; dan, tidak mau ber-
partisipasi dalam berbagai proyek yang dirancang dari atas, apalagi pada
proyek yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Resistensi ideologi kelompok yang dikuasai di tengah-tengah gencar-
nya arus pengembangan ideologi penguasa di bawah sistem pemerintahan

desa, ternyata relevan dengan pokok pokok pikitan Kervliet dan Scott yang
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telah disinggung sebelumnya. Dalam hubungan ini, temuan penelitian
mengungkapkan: meskipun hegemoni yang dijalanken secara intensif oleh
pemerintah Orde Baru berhasii menggoyahkan sendi-sendi kehidupan
masyarakat warga di Pariangan, namun kebijakan itu tidak otomatis me-
musnahkan ideologi masyarakat setempat. Bagaimana pun, dalam batas-
batas tertentu warga setempat berhasil mempertahankan karakteristik
ideclogi mereka, seperti pewarisan konsepsi tentang hak dan kewajiban
individu dan kelompok, pembinaan nilai-nilai demokrasi, penghargaan
terhadap individu sesuai dengan kapasitasnya, kebersamaan dalam Dber-
bagai segi kehidupan sosial, dan sebagainya.

Beberapa temuan di atas mengisyaratkan: terdapat hubungan kausali-
tas antara profil kebijakan birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Di bawah sistem pemerintahan nageri yang menjunjung
tinggi potensi masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi, dan
strategi pembangunan yang bercorak botto-up, partisipasi masyarakat
dalam pembangunan relatif tinggi. Sebalikiya di bawah sistem pemerin-
tahan desa dengan politik hegemoni negara dén dominasi aparatur biro-
krasi terhadap masyarakat yang begitu menonjol, serta penerapan strategi
pemibangunan yang bersifat top-down, partisipasi masyarakat dalam pem-

bangunan relatif rendah.
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BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Perubahan birokrasi dari sistem pemerintahan nagari ke pemerin-
tahan desa di Pariangan ternyata membawa dampak negatif yang cukup
serius pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Di
bawah birokrasi pemerintahan nagari yang diadopsi dari sistem pemerin-
tahan tradisional Minangkabau, partisipasi masyarakat dalam pemba-
ngunan cukup tinggi. Sebaliknya di bawah birokrasi pemerintahan Desa
yang diperkenalkan pemerintah Orde Baru, partisipasi masyarakat dalam
pembangunan relatif rendah. Tinggi rendahnya partisisipasi masyarakat
dalam pembangunan itu, erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah
dalam bidang politik dan pembangunan di bawah kedua sistem tersebut.

Walaupun pemerintahan nagari dan desa, sama-sama menempati
struklur terbawah sistem birokrasi Orde Baru, namun mekanisme hubung-
an elit - massa dan strategi pembangunan di bawah kedua sistemn itu
memiliki beberapa perbedaan mendasar. Walaupun pemerintah sudah
mulai membangun sentralisasi pemerintahan dan pembangunan sejk Pelita
L namuni bawah sistem pemerintahan nagari masih terbuka peluang bagi
warga masyarakat untuk mengimplementasikan budaya politik etnik/
lokal yang dikembangkan di atas prinsip-prinsip kesetaraan, demokrasi,

dan keotonomian. Hal itu bukan hanya tercermin dalam mekanisme
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hubungan elit yang memerintah dan yang Gdak memerintah, melainkan
juga antara elit dan massa. Dengan kata lain karakter pokok orang Minang
yang mencirikan masyarakat warga tetap eksis di bawah sistem pemerin-
tahan nagari periode awal pemerintahan Orde Baru,

Sesuai dengan tradisi politik Minangkabau, aparat pemerintahan
nagari ketika itu Hdak memiliki kekunsaan mutl.ak. Wali Nagari sebagai
kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung vang
relatif demokratis, kemudian diangkat oleh Bupati atas nama Gubernur
(pemerintah). Di dalam menjalankan tugasnya, secara formal Wali Naguri
dan aparatnya bertanggungjawab kepada: pertanma, Dewan Perwakilan
Rakyat Nagari (DPRN), khususnya dalam hal pengelolaan rumahtangga
nagari, dan disampaikan dalam sidang DI'RN pada setiap akhir tahun.
Kedua, kepada pemerintah (Bupati) dalam bidang administrasi pemerin-
tanhan dan tugas-tugas yang diimpahkan birokrasi yang lebih tinggi.
Dalam hubungan ini, Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban per triwulan, di samping laporan lengkap pada akhir tahun.

Realitas di alas mengisyaratkan, bahwa masyarakat nagari masih
memiliki ruang gerak untuk mengaktualisasikan ide-ide atau pemikiran
mereka, baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. Hal itu
bisa disampaikan oleh anggota masyarakat melalui dua cara. Pertarna,
disalurkan melalui perwakilan masyarakat di tingkat kenegarian (Dewan

Perwakilan Rakyat Nagari maupun Niniglonamak Nan Duo Pulush Duo/
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Kerapatan Nagari). DPRN merapakan pemaldlah masyarakat yang dipikh
melalui Pemilu, sedangkan Ninigkmanak Nan Duo Puluah Duo yang terdiri
dari 22 orang penghulu pucuak sebagai wakil dari suku-suku di Pariangan,
dan Kerapatan Nagari (Penaschat Pemerintahan Nagari) yang dipilih dari
dan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk mewakili kelompok-kelompok
sosial setempat. Kemudjan- gagasan masyarakat itu disalurkan oleh ketua/
anggota institusi itu kepada Wali Nagari dan aparatnya. Kedus, masyarakat
menyampaikan ide-ide mereka secara langsung kepada aparatur birokrasi
pemerintahan nagari, baik secara tertulis maupun lisan dalam pertermnuan
formal ataupun informal yang sering dimanfaatkan pemerintahan nagari
untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Mekanisme hubungan elit - massa yang dikembangkan di atas
prinsip kesetaraan dan demokrasi tersebut, sangat besar artinya dalam
memberi isi dan makna terhadap otonomi nageri. Hal ini dinilai strategis,
mengingat sejak zaman kolonial hingga era Republik (khusunya sampai
penerapan Undang-undang No. 5 Ti:'.ihu.‘{'l 1979 tentang Pemerintahan Desa),
kecuali dalam era Orde Lama, pemerintahan nagari memiliki hak otonom
untuk mengurus rumahtangga nagari. Dalam kaitan inl, Wali Nagari
sebagai top elit pemerintahan nagari bertanggungjawab kepada masya-
rakat (DPRN), sementara pertanggungjawaban kepada aparat birokrasi di
atasnya lebih terbatas pada bidang administrasi pemerintahan. Dengan

kata lain, meskipun pemerintahan nagari menempati struktur terbawah
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dari sebuah sistem birokrasi yang lebih luas, tepai dalam banyak hal
keotonomian nagari masih tetap terpelihara.

Selain mekanisme hubungan birokrast dan masyarakat yang relatif
setara dan demokratis di atas, pola kebijakan pembangunan yang dikem-
bangkan berdasarkan falsafah bottom-up pada era pemerintahan nagari
turut pula mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemba-
ngunan. Dalam periode ini, di samping ada program pemerintahan dan
pembangunan yang dirancang dari atas (fop-down planning), sebagian besar
program pembangunan pedesaan Pariangan dirancang oleh para pemuka
masyarakat (elit yang memerintah bersama DPRN, dan elit yang tidak me-
merintah) sesuai aspirasi masyarakat. Aspirasi yang dijaring dari masya-
rakat itu kemudian dirumuskan dalam bentuk program pembangunan
oleh Wali Nagari dan aparatnya, dan diajukan ke DPRN untuk mendapat-
kan pertimbangan dan persetujuan. Mengingat program pembangunan itu
lahir dari kebutnhan riil setempat, maka tumbuh rasa memiliki dan
tanggungjawab untuk menyukseskannya di kalangan warga nagari.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada masa
pemerintahan nagari, ternyata dilatarbelakangi oleh berbagai fakior yang
saling terkalt satu dengan lainnya. Yang terpenting diantaranya adalah:
penerapan strategi botiom-up dalam pembangunan, sehingga program
yang dihasilkan cukup relevan dengan kebutuhan riil masyarakat masya-

rakat setempat; dan, pendelepasian wewenang oleh Wali Nagari kepada elit
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“tali tigo sapilin, tungku tigo. sajarangan’ (niniakmamak, alim ulama, dan
cadiak partdai) yang memiliki pengaruh luas di tengah-tengah masyarakat.
Walaupun pembangunan itu berada di bawah koordinasi Wali Nagnri,
namun pelimpahan wewenang itu mampu mengundang kebersamaan dan
penghargaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan nagari.

Dalam periode tersebut, umumnya proyek pembangunan nagar
dikelola oleh Wali Jorong bersama kelompok elit tradisional sesuai dengan
otoritas masing-masing kelompok di bawah koordinasi Wali Nagari.
Mengingat kelompok elit fali trigo sapilin, tunghu tige sajarangan yang secara
kultural sangat dihormati m#syarakﬂt terlibat aktif dalam pembangunan,
maka masyarakat pun merasa bersalabh dan malu jika tidak melibatkan diri
dalam kegiatan tersebut. Pada masa itu, partisipasi masyarakat dalam
pembangunan tidak hanya terbatas pada pelaksamaan, melainkan juga
mencakup: perencanaan, pendanaan, serta evaluasi lerhadap proses dan
hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Hal demikian memmungkinkan ter-
laksana, mengingat mas}-'arakat nagari menjunjung tinggi nilai-nilai
kebersamaan, demokrasi dan kebebasan individu dalam batas norma-
norma hukum yang berlaku.

Walaupun pembangunan material (fisik) dan imaterial (non-fisik)
sudah sama-sama mendapat perhatian di bawah sistem pemerintahan
nagari, namun orientasi pembangunan saat itu lebih terfokus pada aspek

imaterial, di samping pembinaan ekonomi keluarga dalam aspek material.
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Masyarakat nageri cenderung berpendirian: keberhasilan dalam pemnba-
‘- ngunan imaterial (terutama bidang sosio-budaya dan keagamaan) dapat
menunjang peningkatan aspek pembangunan material. Anggapan itu bisa
dimengerti, sebab gerak pembangunan saat itu sangat tergantung pada
partisipasi warga masyaraicat setempat, sedangkan bantuan darl luar/
pemerintah relatif tidak ada. Oleh karena itu pembangunan imaterial
harus mendapat prioritas utama, dalam rangka menumbuhkan partisipasi
segenap warga masyarakat dalam setiap tahap pembangunan material.
Berbeda dengan kecenderungan pada masa pemerintahan nagaeri, di
bawah sistem pemerintahan desa partisipasi masyarakat Pariangan dalam
pembangunan relatif rendah. Kecenderungan ini, erat kaitannya dengan
kebijakan yang dijalankan pemerintah Orde Baru di bawah pelaksanaan
Undang-undang No. 5/1979. Setelah undang-undang ini diberlakukan,
pemerintah semakin mengintensifkan usaha pembinaan hegemoni negara,
baik melalul penanaman ideologi Pancasila méupun ideologi pembangun-
an. Untuk kepentingan itu, regim Orde Baru memanfaatkan aparat peme-
rintahan desa sebagai ujung tombak dalam berhadapan dengan masya-
rakat desa. Melalui kebijakan semacam itu pemerintah Orde Baru berhasil
‘menegarakan masyarakat’ dalam hampir semua aspek kehidupan sosial,
sehingga tercipta hulmné_;an yang tidak berimbang antara birokrasi dan
masyarakal. Tegasnya, dalam periode ini terjadi subordinasi masyarakat

oleh aparatur birokrasi sebagai penyelenggara negara, apalagi setelah
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pemerintah menerapkan ‘pendekatan keamanan’ (security approach) dengamn
dalih untuk menjaga stabilitas keamanan dan kontinuitas pembangunan.

Sentralisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan di bawah
pelaksanaan Undang-undang No. 5/ 1979, .telah mengakibatkan masya-
rakat desa kehilangan kebebasan dan keotonomiannya. Sebagai institusi
terendah dalam struktur birokrasi Orde Baru, pemerintahan desa mau
tidak mau harus tunduk pada kebljakan yang telah digariskan dari atas.
Khusus dalam bidang pembangunan, pemerintah menerapkan strategi/
falsafah top-dewn, di mana pembangunan dirancang sedemikian rupa oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara prog-
ram pembangunan yang dirancang berdasarkan falsah bottorn-up relatif
terbatas sifatiya. Dalam kenyataannya program pembangunan yang
dirancang dari atas (Jakarta)-lah yang lebih banyak dijalankan di tingkat
bawah, termasuk di daerah pedesaan. Dalam periode ini usulan pemba-
ngunan yang berasal dari bawah, vmumnya dianggap sebagai keinginan,
bukan suatu kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu usulan
tersebut jarang sekali yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan.

Dalam era pemerintahan desa, mekanisme hubungan birokrasi -
masyarakat mencerminkan: aparatur birokrasi berada pada posisi mendo-
minasi; dan, masyarakat sebagai pihak yang didominasi. Kepala Desa
sebagai top elit pemerintahan desa merdadi penguasa tunggal di desanya.
dan sekaligus berperan sebagai perpanjangan tangan dari aparat birokrasi
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yang lebih tinggi. Di pihak lain, berbagai institusi yang ada di pedesanan,
seperti LMD, LKMD, KAN, ninigonamak, alim ulama dan, cdik pandai
tidak mampu mengimbangi kekuasaan pemerintah.

Dalam rangka menghadapi makin kuatnya dominasi pemerintah
itu, sebagian anggota masyarakat Pariangan yang dimotori oleh eksponen
elit tradisional menempuh bermacam-macam taktk atau strategi resistensi.
Ada yang mencoba berjuang dengan jalan masuk ke dalam ‘sistem’ (aktif

- dalam institusi pemerintahan desa, LMD ataupun LKMD). Lalu melalui
lembaga-lembaga itu mereka berusaha membendung dominasi penguasa,
dan mencoba semaksimal mungkin mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Namun perjuangan melalui jalur ini kurang berhasil, mengingat sentrali-
sasi pemerintahan dan pembangunan, serta nuansa patron-klien dalam
)ajar#n birokrasi pemerintahan amat menonjol pada masa itu. Menyadari
keadaan demikian, maka sebagian besar warga masyarakat menempuh
takik: menjaga jarak dengan penéuasa, sembari melancarkan perlawanan
terselubung, yaitu dengan memilib sikap diam sebagai ungkapan peno-
lakan terhadap berbagai kebjjakan pemerintah, termasuk di bidang
pembangunan. Implikasinya, partisipasi masyarakat dalam berbagai kebi-
jakan publik dan pembangunan menjadi mepurun.

Pola hubungan birokrasi-masyarakat yang tidak berimbang di atas,
dan penerapan strategi pembangunan yang bercorak {fop-down, telah

membatasi peluang masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aspek dan
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tahap pembangunan. Sejak itu keterlibatan masyarakat dalam pemba-
ngunan lebjh terbatas hanya sebagal pelaksana apa yang telah dirancang
dari atas, dan hal itu cenderung dalam bentuk kerja bakti, bukan dilandasi
kesukarelaan dan kebersamaan sebagai inti dari partisipasi. Sementara
keterlibatan warga dalam hal perencanaan, serta evalusi terhadap proses
dan hasil-hasil pembangunan relatif tertutup, sebab kewenangan tersebut
diambil alih sepenuhnya oleh aparat birokrasl pemerintahan.

Sejalan dengan fenomena .pada tngkat makro, orientasi pemba-
ngunan aa]aln era pemerintahan desa lebih difokuskan pada pertumbuhan
pembangunan material/ fisik. Fenomena ini juga cocok dengan pandangan
pemerintah Orde Baru sebagai berikut: jika pertumbuhan pembangunan

« material bisa ditingkatkan, maka aspek pembangunan imaterial akan
meningkat dengan sendirinya. Dalam konteks penelitian ini, aspek pem-
bangunan imaterial lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga infra-
struktur atau non-formal. Namun dalam kenyataannya, lembaga-lembaga
itu selalu diawasi dan dikontrol secara ketat oleh pemerintah, sehingga
mereka tidak leluasa untuk mengembangkan program di luar apa yang
digariskan dari atas. Dengan kata lain, ketika itu aspek pembangunan
imaterinl yang bersifal konstruktif sangat terabaikan, keculal hanya dalam
hal-hal yang bermanfaat untuk mempertahankan status quo.

Berangkat dari ideologi, bahwa pembangunan adalah suatu kenis-

cayaan (mau tidak mau harus dilakukan), maka pelaksanaarmya harus
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diamankan, serta dijaga kontinuitasnya. Lalu untuk menunjang tujuan itu,
diterapkan pulalah suatu kebijakan yang lebih dikenal dengan pendekatan
keamanan (security approach). Dengan adanya dua kebijakan tersebut, maka
tidak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali melaksanakan apa yang
telah diprogramkan dari atas. Kecuali untuk proyek pembangunan yang
betul-betul tumbuh dari bawah, mekanisme musyawarah dalam peren-
canaan pembangunan yang bersifat konstruktif, hampir tidak ditemukan
lagi dalam era pemerintahan desa. Walauﬁun setiap tahun pemerintahan
desa dan LMD selalu diminta merancang usulan pembangunan, tetapi hal
itu harus dibual sesual dengan ‘jukiak dan juknis’ yang telah ditetapkan
dart atas. Lalu usulan itu dibahas oleh aparat pemerintahan kompeten
pada level yang lebih tinggi, dan pada saat itu setiap program yang berada
di luar ketentuan yang digariskan akan buang dan diganti dengan yang
relevan. Oleh karena ity, tidak jarang proyek pembangunan yang disetujui
dan diturunkan pemerintah ke tingkat desa tidak ada relevansinya dengan
program vang diusulkan dari bawah. Rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan itu, bukan hansfa terlihat pada aspek perencanaan,
melainkan juga dalam pendanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap
proses pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kecuall untuk proyek pembangunan yang tumbuh dari kebutuhan
riil masyarakal, umumnya proyek-proyek pembangunan dalam era pere-

rintahan desa didanal olch pemerintah, balk yang disalurkan melalui
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proyek Bandes maupun bantuan dari instansi terkait. Kucuran dana itu,
banyak sedikitnya telah ﬁlenmpuk ketergantungan masyarakat pada
bantuan pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Keenganan masya-
rakat uhtuk berpartisipasi di bidang ini semakin menonjol, terutama
karena: tidak sedikit di antara proyek pembangunan desa yang kurang
menyentuh kebutuhan ritl masyarakat; dan, semakin transparannya
prilaku korupsi di kalangan pejabat yang terkait dengan penyaluran dana
bantuan pemerintah. Dana Bandes yang menurut instruksi Presiden tidak
boleh dipotong satu sen pun misalnya, tidak ada yang pernah sampai ke
desa secara ufuh. Ada yahg dipotong dengan dalih untuk: reboisasi,
pembelian mobiler kantor-kantor pemerintah di tingkat tertentu, peon-
bayar koran masuk desa (meskipun koran itu tidak permah sampai ke desa
bersangkutan), dan sebagainya. Semua kasus ini menimbulkan kecurigaan
dan antipati warga masyarakat terhadap pejabal pemerintah pada hampir
semua level, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pen-
danaan proyek-proyek pembangunan yang dirancang pemerintah,
Sementara itu dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masya-
rakat amat rendah pada era pemerintahan desa, apalagi ada kecenderung-
an dari pemerintah untuk mengupahkannya kepada kontrakior atau ang-
gota masayarakat sekitarnya. Kalaupun warga terlibat dalam pengerjaan
proyek-proyek pembangunan yang ditancang dari atas, hal itu terutama

karena pengerahan massa yang dijalankan pemerintah. Untuk melibatkan
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warga masyarakat dalam kegiatan gotongroyong pengerjaan proyek
' pembangunan tertentu, tidak jarang Kepala Desa harus meminta bantuan
kepada potisi alau Babinsa. Tanpa bantuan aparat keamanan itu, relatif
terbatas warga masyarakat yang mau melibatkan diri dalam kegiatan ter-
sebut. Lain halnya dengan proyek-proyek pembangunan yang dirancang
dari bawah, umumnya partisipasi masyarakat dalam pengerjaannya masih
cukup tinggi. Kecenderungan terakhir ini merupakan konsekuensi dari
relevansi proyek dimaksud dengan kebutuhan masyarakat, serta keterliba-
tan berbagai unsur masyarakat desa (elit dan massa) dalam menyusun
perencanaannya. Jadi di sini ada rasa kebersamaan dan rasa memiliki di
kalangan masyarakal, sehingga semua pihak tidak berkebaratan untuk
berpartisipasi mengerjakan dan memelihara apa yang berhasil dibangun.
Kemudian partisipasi masyarakat dalam hal mengevalusi proses
dan hasil-hasil pembangunan juga mencapai titik terendah pads era peme-
rintahan desa. Hal ini merupakan konsekuensi ciari ideologi pembangunan
yang dikembangkan penguasa, di mana sebagai suatlu keniscayaan pemba-
ngunan itu harus diterima apa adanya. Proses maupun hasil-hasiinya tabu
uniuk dievaluasi, apalagi dikeritik oleh masyarakat. Orang yang berani
mengeritik kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah, blasanya
akan dituduh sebagai: anti pembangunan, anti pemerintahan yang sah
ekstrim kiri atau simpatisan partai terlarang (PKI), dan sebagainya. Oleh

sebab ity, individu-individu lersebut selalu dicurigai dan diawasi ruang
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geraknya, bahkan sebagian di antaranya dijatuhi sanksi hukum (dipen-
jarakan) tanpa melalui pmseé budaum yang berkeadilan. Kalaupun terjadi
kepincangan dalam pembangimar_}, maka hal itu harus ditema sebagai
suatu kenyataan yang bukan berpangkal pada kelemahan kebijakan peme-
rintah, melainkan adalah karena ketidakmampuan warga masyaraiat
memelik manfaat dari proyek tersebut Bahkan dalam batas-batas ter-
tentu, kegagalan dalam pembangunan harus diterima sebagai kodrat lahi
yang berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya.

Rangkaian kebijakan di atas beserta implikasinya terhadap pemba-
ngunan pedesaan mengisyaratkan, bahwa masyarakat sebagal sub-sistem
adalah suatu suborninate dari suprasistem atau aparatur birokrasi penye-
lenggara negara. Di bawah sistein pemerintahan desa, ﬁ'tasyarakat sebagai
subsistem amat pasif dalam hampir semua aspek dan tahap pembangun-
an. Artinya, dalam periode ini masyarakat lebih berperan sebagal obyek,
bukan subyek dalam pembangunan. Akibatnya, tidak sedildt dari warga
masyarakat desa yang tidak mampu memetik manfaat dari hasil-hasil

pembangunan yang dicapai selama penerapan sistem pemerintahan desa.

B. Saran
Masyarakat Pariangan seperli masyarakat Minangkabau umumnya.
memiliki walak dan karakter budaya yang bercorak: egaliler, demokratis,

dan otonom. Ketiga watak ind terbukti lebih berpeluang berkeimnbang di
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bawah sistem pemerintahan nagari daripada di bawah pemerintahan desa.
Ke.cenderungan itu merupakan konsekuensi dari perbedaan landasan dan
- arah kebijakan kedna sistem birokrasi tersebut, yang pada gilirannya ber-
pengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.
Walaupun tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan
adanya hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan tingkat
pertumbuhan pembangunan, namun temuan penelitian ini mengungkap-
kan ada bubungan antara pola kebijakan birokrasai dan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Di bawah sistem pemerintahan nagari
yang menjunjung, tinggl e.ksistensi' masyarakat warga, nilai-nilai kesetara-
an, demokrasi, dan kemandirian yang dibangun di atas penegakan supre-
masi hukum, serta penerapan strategi boftorn-up dalam pembangunan,
partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi. Sebaliknya di
bawah pemerintahan desa yang kurang menghargai eksistensi masyarakat
warga, tunduk ke bawah hegemoni dan dominasi aparat birokrasi, serta
penerapan stralegi pembangunan yang bercorak top-down, ternyata meng-
akibatkan partisipasi masyarakal dalamy pembangunan relatif rendah.
Bertolak dari temuan di atas, secara praktis peneliti menyarankan
dua hal. Pertarma, perlu dikembangkan model birokrasi pemerintahan yang
mampu mengakomaodasi nilai-nilai budaya politik lokal yang bersilat
konstruktif. Dalam pengambilan keputusan strategis di pedesaan, terma-

suk dalam bidang pembangunan, aparatur pemerintahan harus melibatkan
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berbagai eksponen masyarakat, teratama unsur elit non-pemerintah yang
memiliki basis kuat di tengah-tengah masyarakat, Birokrasi pemerintahan
yang hanya mengandalkan kekuasaan semata, terbukti tidak efektif untuk
mendapatkan legilimasi dari masyarakat. Kedua, untuk menumbuhkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berbagai unsur masyarakal
harus dilibatkan, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, mau-
pun evaluasi terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Hal ini
hanya mungkin diwujudkan di bawah penerapan strategi pembangunan
yang bercorak bottom-up, bukan fop-down. Selain mampu menempatkan
masyarakat sebagai subyek pembangunan, strategi pertama itu juga bisa
memupuk rasa memiliki (belonging), serta tanggungjawab warga untuk
menyukseskan dan memiihara hasil-hasil pembangunan itu. Sebaliknya,
strategi kedua cenderung 'menernpa tkan masyarakat sebagai obyek pem-
bangunan, sehingga Hmbul rasa memﬂikl dan tangguagjawab untuk me-
nyukseskan, serta memelihara hasil-hasilnya relatif rendah. Dalam konteks
_terakhir ini keterlibatan warga masyarakat dalam bidang pembangunan
cenderung dilandasi oleh unsur keterpaksaan, bukan partisipasi.

Terakhir, secara akademik peneliti menyarankan kepada para pene-
liti yang berminat untuk melakukan studi yang mendalam tentang tema-
terna-tema terkait dengan studi ini. Perfwng, meneliti strategi resistensi
kelompok elit tradisional (elit yang tidak memeritah) dalam menghadapi

dominasi birokrasi pemerintahan. Tema ini menarik, mengingat secara
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sepintas terungkap, bahwa elit tradisional {etap menjadi tumpuan harapan
masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan warga, serta menjadi
pionir dalam melawan hegemoni dan dominasi aparatur birokrasi. Kedia,
menelaah dampak binrhaﬁsasi yang dilancarkan regim Orde Baru ter-
hadap upaya pembinaan masyarakat madeni (dalam arti masyarakat warga)
dan pelaksanaan otonomd daerah. Ketiga, mengkaji efektifitas hasil-hasil
pembangunan yang dikembangkan melalui strategi bottom-up dan top-down
di tengah-tengah masyarakat desa. Keempat, mengkaji prospek penerapan
kembali sistem pemerintahan nagari dalam konteks pelaksanaan Undang-
undang Republik IndMa No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, khuwsusnya setelah sendi-sendi masyarakat warga Minangkabau

mengalami kemerosotan di bawah pelaksanaan pemerintahan desa.

C. Implikasi Teoritlk

Temuan penelitian ini melengkapi dan dalam batas-batas tertentu
memberikan nuansa baru bagi temuan bnran Manan dalam penelitiannya
tentang Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (1995).
Menurut Manan birokrasi moderen yang diperkenalkan pemerintah kolo-
nial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Republik (Indonesia) tidak
mampu menggantikan secara total otoritas tradisional Minangkabau. Hal
itu terutama karena dalam pemerintahan {radisional Minangkabau (1agari)
hubungan birokrasi - masyarakat relatif setara dan bersifat demokratis.

Sementara dalam sistem birokrasi Indonesia era moderen (termasuk dalam
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pemerintahan desa), hubungan aparst birokrasi dan masyarvakat relatif
tidak berimbang, di mana masyarakat cenderung berada pada pihak yang
tersubordinasi. Oleh karena itu pemerintahan nageri lebih berpeluang
mendapatkan dukungan (legitimasi) kuat dari masyarakat dibandingkan
pemerintahan desa yang lebih mengandaikan legitimasi dari atas. Dalam

- kondisi seperti disebut terakhir ini, elit pemerintahan era moderen tidak
mampu menggantikan secara tolal otoritas tradisional yang mengakar
pada budaya setempat.

Dalam studi di Pariangan juga ditemukan, bahwa elit pemerintahan
desa memang tidak mampu menggantikan secara tota] otoritas tradisional
setempat, khususnya dalam bidang sosio-kultural. Namun otoritas elit
tradisional dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan yang relatif kuat
pada masa pemerintahan nagari, mengalami kemerosotan yang luar biasa
dalam era pemerintahan desa. Di bawah sistem pemerintahan terakhir ini,
secara kelembagaan elit tradisional sudah kehilangan otoritas dan akses-
nya dalam bidang pemerintahan. Proses ‘peminggiran’ elit tradisional itu
berlangsung sejalan dengan menguatnya hegemoni negara dalam masya-
rakal di bawah penerapan birokrasi politi yang sarai dengan muatan
patron-klien. Kebijakan semacam ini, ternyata membawa konsekuensi
serius pada keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan
sosial, termasuk di bidang pembangunan. fika pada era pemerintahan

nagari yang mengandaikan hubungan kesetaraan antara pemerintah dan

Tesis Birokrasi Dalam Masyarakat ... Emizal Amri



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

254

masyarakat yang dibangun di atas penegakan prinsip-prinsip demokrasi,
dan penerapan falsafah bottom-up dalam pembangunan, partisipasi masya-
rakat dalam pembangunan relatif inggi. Sebaliknya pada masa pemerin-
lahan desa yang dilandai dengan kuatnya domonasi pemerintah/ negara,
serta penerapan falsafah pembangunan yang bercorak top-down dan pelak-
sanaan ‘pendekatan keamanan,” maka keterlibatan masyarakat dalam pem-
bangunan lebih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi.

Fenomena hubungan birokrasi - masyarakat di bawah sistem peme-
rintahan nagari seperti dikemukakan di atas, ternyata berbeda dengan
temuan Soemarsaid Moertono dalam penelitiannya mengenai "State and
Stategraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th
Century.” Menurut Moertono, dalam sistemn kekuasaan Jawa, hubungan
birokrasi - masyarakat merupakan implementasi dari konsep ‘kaula gusty'.
Raja atau pemerintahy dianggap sebagai wakil Tuhan (Gusti) di dunia.
Dalam kapasitanya yang demildan, raja memiliki kekuasaan mutlak dan
bersifat sakral. DA pihak lain, masyarakat (kaula) harus tuntuk secara total
kepada kekuasaan raja, dan tabu untuk membantahnya.

Berbeda dengan temuan Soemarsaid, dalam konteks masyarakat
nagari Pariangan, kekuasaan bukan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak
atau sakral. Kekuasaan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam
pemerintahan bersifat relatif. Maksudnya jika aparat pemerintahan sudah

tidak mendapat legitimasi dari masyarakat, maka yang bersangkutan
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harus melepaskan kekuasaannya. Setmua individu yang memiliki potensi
dan memenuhi persyaratan tertentu, sama-sama berpeluang untuk duduk
di pemerintahan. Di sisi lain, dalam konteks ini hubungan antara peme-
rintah dan smasyarakat bersifat setara yang dikembangkan di atas prinsip-
prinsip demokrasi. Konsep kekuasaan semacam itu, ternyata membuka
peluang bagi peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam bidang
pemerintahan maupun pembangunan nagari. Dalam bidang pembangunan
misalnya, setiap individu dalam masyarakat berhak dan wajib untuk ber-
partsipasi dalam setiap aspek dan tahap pembangunan. Artinya, dalam
era pemerinlahan nagari masyarakat betul-betul menjadi subyek, bukan
hanya sebagai obyek pembangunan.

Di pihak lain fenomena hubungan birokrasi - masyarakat di bawah
sistem pemerintahan desa, memiliki beberapa kemiripan dengan temuan
Moerione di atas. Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan birokrasi
pemerintahan dalam berhadapan dengan masyarakat, seolah-olah menjadi
penguasa tunggal di desanya. Tidak satu pun lembaga-lembaga lain i
pedesaan yang mampu mengimbangi kekuasaan Kepala Desa. Ironisnya,
aparat birokrasi pemerintah juga menempatkan diri sebagai pihak yang
paling tahu tentang kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua aspek
kehidupan masyarakat desa diatur dari atas. Dalam bidang pembangunan
misalnya, masyarakat desa hanya dilibatkan dalam melaksanakan apa

yang telah diprogramkan dari atas, sementara kewenangan menyusun
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perencanaan, serta evaluasi terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan
umunmnya berada di tangan pemerintah.

Dalam batas-batas tertentu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan
temuan Rahmat Safaat dalam penelitiannya tentang “Masyarakat Adat yang
tersingkirkan: Studi Dampak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 terhadap
Masyarakat Adat” (1996). Menurutnya, penerapan Undang-undang Peme-
rintahan Desa lelah mengakibatkan kepemimpinan adat ‘terpinggirkan.’

| Dalam istem baru ini pemerintahan desa lebih banyak berperan sebagai
‘perpanjangan tangan’ aparatur birokrasi yang lebih tinggi, sehingga lem-
baga pemerintahan desa tidak mampu mengakomodasi keragaman sosio-
kultural dan kepentingan masyarakat lokal. Kecenderungan dermikian
menurut Safaat sangat merugikan pengembangan masyarakat warga yang
embrionya sudah ada pada berbagai kelompok etnik di Indonesia.

Termuan penelitian di Pariangan memang mengindikasikan: aparat
pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan propinsi memang
seringkali melancarkan kebijakan yang berimplikasi pada penyingkiran
peran elit radisional (niniulonamak, alim ulama, dan cadiak pandat). Bahkan

' tokoh-tokoh (elit) tradisional yang bersikap kritis, cenderung dibatasi
peluang mereka untuk menduduki lembaga kelengkapan pemerintahan
desa. Kalaupun ada beberapa tokoh kritis yang tidak berhasil dihalang-
halangi masuk ke lembaga dimaksud, maka yang bersangkutan diupaya-

kan apar tidak dilibatkan dalam memperbincangkan kebijakan pemerintah
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yang cenderung tidak memihak pada masyarakat bawah. Meskipun secara
kelembagaan kelompok elit tradisonal itu berhasil dipinggirkan, namun
. dalam batas-batas tertentu (terutama secara kultural) pengaruh elit yang
tidak memerintah ini masih cukup kuat dalam masyarakat setempat.
Hanya saja resistensi dan perlawanan dari kelompok ini berhasil diredam
oleh pemerintaban melalui penerapan pendekaian keamanan (security
approach). Akhirnya demi survive (mencari selamat), umumnya tokoh kritis
itu terpaksa membatasi diri dalam mengeluarkan pendapat dan bertindak
supaya terhindar dari sanksi hukuman yang selalu mengancam.
Selanjuinya berkaitan dmém fenomena dan embrio masyarakat
warga, studi ini mendukung tenman penelitian Ketut Suwondo tentang
“The Emergence of Ciuil Soctaty in Rural Java,” (1997). Menurut Suwondo,
dalam masyarakat pedesaan Jawa sudah ada embrico cvil sodety, tetapi
mengalami kemunduran di bawah kekuasaan monarki selama beberapa
abad. Kemudian pada era Orde Baru, kendati civil sociefy betum terwujud
secara utuh, tetapi embrionya sadah kelibatan kembali. Menurutnya
pertumbuhan sosio-ekonomi di bawah regim Orde Baru, serta mengendor-
nya tekanan (reptesif) yang dilancarkan pemerintah di bidang sosial,
ekononyd, dan politik, telah mendorong tumbuhnya civil seciety. Hal itu
ditandai dengan munculnya ‘kelompok perlawanan halus’ (the gentle
restsience group) di pedesaan Jawa, terutama sejak 1990-an. Strategi yang

dijalankan kelompok ini adalah: berpartisipasi penub dalam setiap peng-
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ambilan kepulusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa; dan,
berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan secara
otonom. Dengan begitu, tumbuhlah embrio civil society yang bersifat khas
yang dikembangkan di atas nilai-nilai: kebersamaan, hormat meng-
hormati, sopan santun, demokratis, keadilan, dan hukum yang berlaku,
Nuansa civil society dalam masyarakat nagari Pariangan ternyata
lebih menonjol daripada di pedesaan Jawa. Hal itu bisa terjadi, Parlangan
tidak pernah tunctuk ke bawah sistem pemerintahan monarki, meskipun di
Ikawasan pusat Alam Minangkabau pernah muncul kerajaan Pagaruyung
(abad XV-X1X). Dalam periode itu Pariangan dan nagari-nagari di Luhak
Nan Tigo (Tanah Datar Agam, dan Limo Puluah Koto) berhasil memper-
tahankan eksistensinya sebagai unit pemerintahan independen, sehingga
eksistensi masyarakat warga di kebanyakan nagari tersebut letap kuat. Di
bawah sistem pemerintahan nagari hubungan antara pemerintah dan
masyarakat relatif setara yang dikembangkan di atas prinsip-prinsip
demokrasi, keotonomian, serta penghargaan terhadap kebebasan dan per-
bedaan antar individu. Mengingat dalam kultur Minang posisi elit yang
meinerinlah hanyalah: ‘didshulukan salangkah. ditinggikan saraniting,” maka
" pemerintah tidak memiliki kekuasaan mutlak. Dalam kaitan itu, elit yang
tidak memerintah dan massa memiliki kemapuan barganing dalam berha-
dapan dengan pemerintah. Jadi nuansa masyarakat warga di kernegarian

Pariangan memiliki kemiripan dengan konsep civil society kontemporer.
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Dalam periode berikutnya, sejalan dengan pemberlakuan Undang-
undang No. 5/1979, eksistensi masyarakat warga mengalami kemunduran
di Pariangan khususnya, dan Minangkabau umumnya. Hegemoni negara
dan dominasi birokrasi yang dibangun regim Orde Baru, ternyata berhasil
menempalkan negara pada posisi yang kuaat, sedangkan masyarakat
sangal lemah. Terciptanya hubungan yang tidak berimbang tersebut tentu
saja mengakibatkan eksistensi masyarakat warga mengalami kemunduran.
Berbeda dengan temuan Suwondo, pertumbuhan ekonomi yang mulai
membaik sejak akhir 1980-an, ternyata belum berhasil mengembalikan
eksistensi masyarakat warga Pariangan seperti kecenderungan dalam era
pemerintahan nggari. Hal ini, setidak-tidaknya dapat dijelaskan dari dua
perspeklif. Pertarna, meskipun secara resmi presiden Soeharto mencanang-
kan ‘keterbukaan’ pada tahuﬁ 1988, namun dalam kenyataannya tindakan
represif dari pemerintahan dan aparat keamanan tetap menonjol, apalagi
terhadap ide-ide yang berseberangan dengan kebijakan penguasa. Hal itu
terbukti dengan belum dicabulnya pendekatan keamanan dengan dalih
uniuk menjaga stabilitas keamanan dan kontinuitas pembangunan, Kedua,
penerapan strategi fop-down blue print dalam pembangunan, pada giliran-
nya juga menutup peluang masyarakal desa untuk proaktif merencanakan,
merumuskan dan melaksanakan pembangunan secara otonom sesuai
dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun dalam batas-batas tertentu,

apa yang disebut oleh Suwondo sebagai the gentle reststence group, juga
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ditemukan di Pariangan sejak satu dasa warsa terakhir ini. Hal ini ditandai
dengan berkembangnya sikap apatis dan penolakan masyarakat berpar-
tisipasi dalam berbagai kebijakan pemerinfah yang tidak memihak pada
kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang pembangunan.

Bertolak dari kecenderungan seperti dikemukakan di atas, hasil pe-
nelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Mahmud Ibnu Zain tentang;
Birokrasi dan Perkembangan Politik Lokal: Suatu Studi tentang Perubahan Sosial
sebagai Produk Interaksi Bivokrasi dengan Masyarakat di Dua Desa Kapupaten
Mojokerto (1998). Menurut Tbnu Zain, melalui penerapan birokrasi pemerin-
lahan dengan pendekatan budaya lokal, berhasil dibina hubungan biro-
krasi dan masyarakat secara dialogis, kemitraan, pengembangan program
yang berorientasi kerakyatan, ber;ﬁat inovatif, partisipatif, dan adaptif
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, masya-
rakat bisa berperan sebagai aktor, tidak hanya menjadi obyek pembangun-
an. Pada gilirannya terjadilah perubahan sosial, khususnya menyangkut
struktur dan fungsi masyarakat yang ditandai dengan tumbuh/ berkem-
bangnya berbagai lembaga sosial sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks Pariangan, pelaksanaan birokrasi pemerintahan me-
lalui pendekatan budaya lokal hanya berlangsung pada masa pemerin-
tahan nagari. Ketika itu memang berhasil dikembangkan program peme-
rintahan dan pembangunan yang berorientasi kerakyatan, inovatif, partisi-

patif, dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan
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melalui penghargaan terhadap kebebasan individu dan nilai-nilai demo-
krasi yang berakar dalam budaya Minangkabau, berhasil dibina hubungan
kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat. Seba]-ik:l'lya, di bawah
birokrasi pemerintahan desa, relatif tertutup peluang bagi masyarakat
lokal untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hegemoni negara dan dominasi birokrasi dalam masyarakat di bawah
penerapan security approach oleh regim Orde Baru, ternyata menutup
peluang bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial independen yang dapat
mengakomodasi budaya pelitik dan kebutuhan masyaiakat lokal. Salah
satu dampak dari kebijakan tersebut adalab: partisipasi masyarakat desa
dalam bidang pemerintahan dan pembangunan akhirnya jatuh pada titik
terendah. Oleh karena itu perubahan yang terjadi di bidang ini lebih

mencerminkan kemunduran (regress, decline), bukan kemajuan (progress).

D. Keterbatasan Penelitian

Kekuatan penelitian ini terletak pada pemakaian kombinasi pende-
katan sinkronik dan diakronik. Penggunaan pendekatan sinkronik yang
lazim dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan pendekatan diakronik
yang biasa digunakan dalam studi sejarah, sangat besar artinya untuk
membantu memahami fenomena atau realitas sosial yang ditemukan di
Japangan. Kendati demikian, peneliti menyadari ada kemungkinan dite-

mukan kelemahan dan kekurangan yang tidak disengaja dalam studi ini.
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Di pihak lain, menurut hemat peneliti, kemungkinan keterbatasan
atau kelemahan peneliian inl meliputi tiga hal. Pertarna, keterbatasan
sumber tertulis (dokumen). Meskipun penelitian ini lebih banyak menggu-
nakan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, namun ketika
terjadi kesimpangsiuran informasi tentang suatu peristiwa, maka untuk
mendapatkan data yang otentik diperlukan sumber tertulis. Akan tetapi
jenis sumber ini relatif jarang tersedia pada instansi-instansi terkait, baik
di lembaga pemerintah, apalagi non-pemerintah. Hal ini barangkali ada
kaitannya dengan kuatnya tradisi lisan dalam masyarakat dan budaya Mi-
nangkabau, sehingga pengarsipan dokumen-dokumen penting cenderung
terabaikan. Sebagai salah satu contoh, hampir tidak ditemukan sumber-
sumber primer tertulis tentang keputusan rapat-rapat penting pada masa

- pemerintahan nagari dan desa, serta hasil-hasil rapat dalam rangka mem-
bahas rencana perubahan sistem pemerintahan nagari ke pemerintahan
desa. Akhirnya, untuk mengatasi persoalan itu peneliti terpaksa meng-
ambil kecenderungan informasi yang disampaikan oleh beberapa informan
yang dinilai terpercaya dengan kualitas ingatan yang lebih kuat.

Kedua, bias dalam memahami dan menganalisis data. Hampir dapat
dipastikan bahwa subyektivitas dalam penelitian kualitatif selalu ada,
misalnya dalam hal: penentuan tema penyusunan rancangan penelitian,
pengurpulan dan pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Namun

persoalan obyektifitas, bukanlah suatu hal yang bisa ditawar dalam sebuh
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penelitian ilmiah, termasuk dalam bidang ilmu sosial. Sebagai putera
Minangkabau yang menelitt salah satu sub-kultur setempat, tanpa disadari
kemungkinan peneliti tergelincir pada masalah subyektivitas. Namun
demikian, peneliti selalu berupaya mengedepankan dimensi obyektivitas
sebagai seorang peneliti, misalnya tetap menjaga jarak dengan subyek
dalam memahami fakta tertentu. Dengan begitu, studi ini relatif terhindar
dari dimensi subyektivitas (bias) yang disengaja.
Ketiga, design penelitian. Mengingat sebuah fenomena sosial terben-
tuk dari berbagai faktor yang saling terkait satu dengan lainnya, maka
_ kemungkinan terdapat kelemahan dalam design penelitian ini. Misalnya
penelitian ini difokuskan pada dampak perubahan birokrasi pemerintahan
terhadap partisipasi masyarakat delam pembangunan dengan mempertim-
bangkan eksistensi dan mekanisrne hubungan elit - massa. Dalam kaitan
ini, setidak-tidaknva ada dua tema menarik yang perlu dikaji terlebih
dahulu secara mendalam: bagaimanakah peran cadiak pandai sebagai ke-
lompok independen dalam pembinaan masyarakat warga Minangkabau?;
mengapa eksistensi masyarakat warga masih relatif kuat pada masa
pemerintahan nagari, pada hal unit pemerintahan ini menempati struktur
terbawah sistem birokrasi yang lebih luas?; Penelitian ilmiah di sekitar
tema ini diduga bermanfaat untuk memperkuat rancangan penelitian dan

melengkapi temuan studi ind.
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